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BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR & TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
ALOKAS! DANA DESA TAHUUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,
perlu adanya penvediaan dana;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan
avat (5), serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu
menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian
Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bangkalan
Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurut a dan hurut b, perlu menetapkan Petunjuk
Teknis Pembagian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856)

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
n Pel 1 T Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan {(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
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Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 151);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran luran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E};
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. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun

2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E});

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023
Nomor 3 Seri A);

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan
(Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor
2/E);

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah
Tahun 2021 Nomor 28 Seri E).

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 6
Seri A);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bangkalan ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.

Bupati adalah Bupati Bangkalan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangkalan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bangkalan.
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Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masy.arakat dan Desa
Kabupaten Bangkalan

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan.
Tahun Anggaran adalah Tahun Anggaran 2024.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah vang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnva
disingkat PPKDa adalah kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Indeks Kesulitan Geografis Desa vang selanjutnya disebut
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur.
transportasi, dan komunikasi.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
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Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat  PPKD, adalah Perangkat Desa  yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa
dalam 1 ( satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Dokumen  Pelaksanaan  Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan
rencana penarikan dana untuk Kkegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan
Penjabaran APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan  yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA
tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola  dan/atau penyedia
barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana
dart rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah vyang selanjutnva
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
vang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnva disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnva

disingkat SPP Panjar adalah permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan sebagai uang panjar pelaksanaan

kegiatan.
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Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang selanjutnya
disingkat SPP Definitif adalah permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan setelah barang/jasa diterima.
Penvaluran ADD adalah Penyaluran ADD yang dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
Pencairan ADD adalah kegiatan pelaksanaan pengeluaran
atas beban ADD berdasarkan SPP.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan
scsial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan
hukum yvang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
vang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah
Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan kerja,
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun,
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa
kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayvai

penvelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyvarakat Desa, serta penanggulangan

bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Tujuan diberikannya ADD adalah:

a. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,
efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;

b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;

c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan
umum,;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi
masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan
aset desa guna kesejahteraan bersama;
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e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat
desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional.

BAB IlI
JUMLAH DESA

Pasal 3

Jumlah Desa di wilayah Kabupaten Bangkalan sebanyak 273
(dua ratus tujuh puluh tiga) Desa dengan nama-nama Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ADD

Pasal 4

Rincian ADD setiap Desa dialokasikan dengan memperhatikan
komponen pembagian:

a. Alokasi Pemerintah Desa; dan

b. Alokasi Formula/Proporsional.

Pasal 5

Alokasi Pemerintah Desa setiap desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan
Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa, Sekretaris Desa, juga
Perangkat Desa lainnya dengan mempertimbangkan jumlah
perangkat desa, jumlah perangkat kewilayahan, jumlah Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) ditambah dengan kebutuhan
Tunjangan Kepala Desa, iuran jaminan sosial kesehatan Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, dan iuran
Jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Perangkat Desa lainnya selama 12 (dua belas) bulan.
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Pasal 6

Penghitungan Alokasi Pemerintah Desa setiap desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, menggunakan

rumus sebagai berikut:

ADDPD = [12 x (A+B+(C x Jumlah Kepala Seksi)+(D x
Jumlah Kepala Urusan) + (E x Jumlah Kepala
Dusun)] + (12 x (K+WK+SK+(KB x Jumlah Ketua
Bidang)+(AG x Jumlah Anggota) BPD} + F + G +

H |
Keterangan:
ADDPD = Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa
12 = Jumlah Bulan Dalam 1 tahun

A = Kebutuhan Siltap Kepala Desa

B = Kebutuhan Siltap Sekretaris Desa
C = Kebutuhan Siltap Kepala Seksi

D = Kebutuhan Siltap Kepala Urusan
E = Kebutuhan Siltap Kepala Dusun

K = Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD

WK = Kebutuhan Tunjangan Wakil Ketua BPD

SK = Kebutuhan Tunjangan Sekretaris BPD

KB = Kebutuhan Tunjangan Ketua Bidang BPD

AG = Kebutuhan Tunjangan Anggota BPD

F = Kebutuhan Tunjangan Kepala Desa

G = Kebutuhan luran Jaminan Sosial Kesehatan

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat
Desa Lainnya

H = Kebutuhan luran Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 7

(1) Penghitungan besaran Alokasi Formula/Proporsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
mempertimbangkan beberapa variabel dengan pembobotan
masing-masing sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk (JP), memiliki bobot 25% (dua puluh
lima persen);

b. Jumlah Penduduk Miskin (JPM), memiliki bobot 30%
(tiga puluh lima persen);

c. Luas Wilayah (LW), memiliki bobot 25% (dua puluh lima
persen); dan

d. Tingkat/Indeks Kesulitan Geografis (IKG), memiliki
bobot 20% (dua puluh persen).
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(2) Penghitungan Alokasi Formula/Proporsional setiap desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan rumus

sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan

rumus:
Rasio JP = Jumlah penduduk desa
Total penduduk desa kabupaten
yvang_bersangkutan

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP} dengan
rumus:

Bobot JP = 25% x Rasio JP

c) Rasio Jumlah Penduduk miskin desa (Rasio JPM)
dengan rumus :

Rasio JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa
Total penduduk miskin desa
Kabupaten yang bersangkutan

d) Bobot Jumlah Penduduk miskin desa (Bobot JPM)
dengan rumus:

Bobot JPM = 30% x Rasio JPM
e} Rasio Luas wilayah Desa (Rasio LW) dengan rumus :

Rasio LW = luas wilayah desa
Total luas wilayah desa di

Kabupaten yang bersangkutan

fy  Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus :

Bobot LW = 25% x Rasio LW

g) Rasio Indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKQG)
dengan rumus :
Rasio IKG = IKG
Total IKG desa di Kabupaten yang

bersangkutan

h) Bobot Indeks kesulitan Geografis desa (Rasio IKG)
dengan rumus :

Bobot IKG = 20% x Rasio IKG
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Keterangan:

JP = Jumlah Penduduk Desa

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa
LW = Luas Wilayah Desa

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa

Pasal 8

Penghitungan ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, menggunakan rumus dasar sebagai berikut:

ADD setiap = [12 x (A+B+(C x Jumlah Kepala

Desa Seksi)+(D x Jumlah Kepala Urusan) +
(E x Jumlah Kepala Dusun) | + (12 x
(K+tWK+SK+(KB x Jumlah Ketua
Bidang)+(AG x Jumlah  Anggotaj
BPD)+F+G+H | + [ (25% x rasio jumlah
penduduk setiap desa terhadap total
penduduk desa kabupaten vang
bersangkutan) + (30% x rasio jumlah
Penduduk miskin setiap desa terhadap
total penduduk miskin desa Kabupaten
yvang bersangkutan) + (25% x rasio luas
wilayah setiap desa terhadap luas
wilayah desa kabupaten yang
bersangkutan) + (20% x rasio IKG
setiap desa terhadap total IKG desa
Kabupaten yang bersangkutanj ]

Keterangan:
ADDPD = Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa
12 = Jumlah Bulan Dalam 1 tahun

A = Kebutuhan Siltap Kepala Desa

B = Kebutuhan Siltap Sekretaris Desa
C = Kebutuhan Siltap Kepala Seksi

D = Kebutuhan Siltap Kepala Urusan
E = Kebutuhan Siltap Kepala Dusun
K = Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD
W

K = Kebutuhan Tunjangan Wakil Ketua BPD
SK = Kebutuhan Tunjangan Sekretaris BPD
KB = Kebutuhan Tunjangan Ketua Bidang BPD
AG = Kebutuhan Tunjangan Anggota BPD
F = Kebutuhan Tunjangan Kepala Desa
G = Kebutuhan luran Jaminan Sosial

Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan Perangkat Desa Lainnya
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= Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 9

Alokasi Formula/ Proporsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), dihitung berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga/instansi
dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diperoleh dari:

a.

b.

C.

data jumlah penduduk bersumber dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah
penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang
ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan vang
bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional melalui Dinas Sosial;

data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan
Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilavah
Desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten.

Pasal 10

Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten

Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran | vang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(1)

BAB V
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 11

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari
RKUD pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke
RKDes.
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Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Tahap | (satu) maksimal sebesar 60 % (enam puluh
perseratus) dari pagu ADD;

b. Tahap II (dua) sebesar sisa dari pagu ADD.

Pasal 12

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
avat (1), dilakukan setelah Kepala Desa (pemohon)
mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati
melalui Camat dengan disertai kelengkapan persyaratan,
sebagai berikut:

a. ADD Tahap 1 (satu):

1. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari
Kepala Desa atau sebutan lain;

2. Salinan dokumen RPJMDesa dan/atau
perubahannya (jika dilakukan perubahan), bagi
dokumen RPJMDesa yang masih berlaku sesuai
ketentuan perundangan undangan;

3. Salinan dokumen RKPDesa Tahun 2024 dan/atau
perubahannya (jika dilakukan perubahan);

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD) akhir Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2023, lengkap beserta lampirannya
keluaran Aplikasi Siskeudes;

6. Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024, beserta lampirannya
keluaran Aplikasi Siskeudes;

8. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan
Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ‘Tahun
Anggaran 2024 beserta lampirannya keluaran
Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDesj;

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap
penggunaan dan penyusunan dana tahap [ (satu),
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
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Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan

vang berlaku, sesuai dengan nilai besaran Dana

yang diterima pada tahap I (satu);

Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap | (satu)

bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Surat Pernyataan kesediaan dilakukan mekanisme

pemotongan (intersep) iuran Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa,

dan Perangkat Desa Lainnya, pada bagian

penerimaan desa yang bersumber dari ADD hak

masing-masing desa Tahun Anggaran 2024,

bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan vang

berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening

Kas Desa Tahun Anggaran 2024;

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank

yvang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi

tentang nama pemilik serta nomor RKDes;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang

Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa vang

masih berlaku dan perubahannya (jika ada

perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan

perubahannya (jika ada perubahan) tahun anggaran

2024,

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran

2024,

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Salinan NPWP Pemerintah Desa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran

Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2024, terdiri

atas:

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c) Rencana Anggaran Biaya.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

keluaran Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2024

(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes]),

terdiri atas:

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan
Desa;

b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢j Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
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22. Surat pernyataan pelunasan penyetoran pajak
penggunaan ADD tahap 1l (dua) Tahun Anggaran
2023 bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
vang berlaku, beserta salinan bukti penyetorannya
(jika ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak);

23. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi
realisasi pelaksanaan/ penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 dan/atau perubahannya (jika dilakukan
perubahan), serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan/atau
perubahannya (jika dilakukan perubahan) kepada
masyarakat, melalui media informasi baik media
cetak (seperti: baliho/spanduk/banner, dan media
cetak lainnya), maupun media elektronik (seperti:
iklan televisi, media sosial, website, portal berita,
blog, dan media elektronik lainnya);

24. Foto Kkegiatan fisik infrastruktur pembangunan
desa, yang terdiri dari:

a) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang telah
didanai oleh ADD tahap Il (dua) tahun anggaran
2023 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur);

b) Foto awal dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan
didanai oleh ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran
2024 (bagi desa vang menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur); dan

c) Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
vang telah didanai oleh ADD tahap Il (dua) Tahun
Anggaran 2023, merupakan hasil pengambilan
gambar di satu titik lokasi yang sama, bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan
fisik infrastruktur dari ADD tahap Il (dua) Tahun
Anggaran 2023).

b. ADD Tahap Il (dua):

1. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari
Kepala Desa atau sebutan lain;

2. Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahap | (satu)
Tahun Anggaran 2024 keluaran Aplikasi Siskeudes;
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Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester
Pertama Tahun Anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes;
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan
Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran
Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes);
Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap
penggunaan dan penyusunan Dana tahap Il (dua)
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan
yvang berlaku, sesuai dengan nilai besaran dana
vang diterima pada tahap Il (dua);
Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap [l (dua)
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening
Kas Desa Tahun Anggaran 2024;
Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank
vang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi
tentang nama pemilik serta nomor RKDes;
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang
masih berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahany);
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya (jika ada
perubahan);
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2024
dan perubahannya (jika ada perubahan);
Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
Salinan NPWP Pemerintah Desa;
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
keluaran Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2024
(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes),
terdiri atas:
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan
Desa;

b} Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
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c¢) Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak

penggunaan ADD sampai dengan tahap 1 (satu)

Tahun Anggaran 2024 bermaterai cukup sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan

bukti penyetorannva (jika ada pembelian/belanja
yvang dikenakan pajak);

Foto atau tangkapan layar (screenshoot] publikasi

realisasi pelaksanaan/penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan

semester [ (satu) Tahun Anggaran 2024 kepada

masyarakat, melalui media informasi baik media
cetak  (seperti: baliho/spanduk/banner,  dll),
maupun media elektronik (seperti: iklan televisi,

media sosial, website, portal berita, blog dll);

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan

desa, vang terdiri dari:

a) Foto perkembangan dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa
vang telah didanai oleh ADD Tahap | (satu)
Tahun Anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur);
dan/atau

b) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan Desa vang telah
didanai oleh ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur); serta

c) Foto awal dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan
didanai oleh ADD Tahap II (dua) Tahun Anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur); dan/atau

d) Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
hasil dari pelaksanaan/penggunaan ADD tahap I
(satu) Tahun Anggaran 2024, vyang akan
dilanjutkan menggunakan ADD Tahap I (dua)
tahun anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur).

e} Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
vang telah didanai oleh ADD tahap I {satu} Tahun
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Anggaran 2024, merupakan hasil pengambilan
gambar di satu titik lokasi yang sama, bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan
fisik infrastruktur dari ADD tahap | (satu) Tahun
Anggaran 2024).
Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar vang
ditandatangani oleh Kepala Desa.
Dokumen persyaratan penyvaluran serta surat pengantar
sebagaimana dimaksud pada avat (2), diterima dari Kepala
Desa secara lengkap dan benar.
Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak
(hardcopy).
Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
avat (4), dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran
vang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 13

Format dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tercantum pada Lampiran Il

vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(1)

Pasal 14

Berdasarkan surat permohonan penyaluran Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Camat
memfasilitasi penelitian kelengkapan berkas permohonan
penyaluran ADD.

Camat memfasilitasi penvampaian surat permohonan
penvaluran ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui
Dinas atau sebutan lain, berdasarkan kelengkapan berkas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Surat  permohonan penyaluran ADD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak
(hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
avat (3) dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran
vang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Dinas atau sebutan lain meneruskan permohonan
penyaluran ADD kepada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah atau sebutan lain, untuk selanjutnva diproses
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sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian disalurkan
dengan cara pemindahbukuan dari RKUD pada Bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke RKDes.

Surat permohonan penyaluran ADD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan dalam bentuk
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak
(hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (b) dapat disampaikan melalui aplikas: penyaluran
vang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

BAB VI
AIRAN DANA

N L

PEN
Pasal 15

Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK
Desa) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan
disetujui oleh Kepala Desa atau sebutan lain digunakan
untuk mengatur penarikan dana dari Rekening kas Desa
(RKDes), untuk mendanai pengeluaran berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) atau Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi desa yang
melakukan perubahan APBDes]).

Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK
Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
semua pengeluaran belanja atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP} panjar dan/atau definitif kepada Sekretaris Desa
untuk diveritikasi sesuai dengan periode yang tercantum
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDes), dengan nominal
sama besar atau kurang dari yang tertera dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes), yang selanjutnya disetujui oleh Kepala
Desa atau sebutan lain.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui oleh Kepala
Desa atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan
untuk melakukan penarikan dana di RKDes.

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan
melengkapi dokumen:
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a. Surat pernyataan tanggung jawab belanja yang telah
disahkan oleh Kepala Desa atau sebutan lain; dan

b. Bukti penerimaan barang/jasa (kuitansi, nota, dll), dari
pihak penyedia.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi

persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

kepada Kepala desa atau sebutan lain.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) yang disetujui oleh Kepala Desa

atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan untuk

melakukan penarikan dana di RKDes.

Pemerintah Desa melalui Kaur Keuangan melakukan

penarikan dana dalam RKDes pada Bank yang ditunjuk,

berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Dalam surat pengantar penarikan dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (8), memuat jenis transaksi:

a. Jumlah penarikan secara tunai.

b. Jumlah penarikan secara Non Tunai
(pemindahbukuan/transfer).

BAB VII
INSTITUSI FASILITASI DAN PENGELOLA

Pasal 16

Pengelola ADD terdiri dari:

a.
b.
C.

Fasilitator Tingkat Kabupaten;
Fasilitator Tingkat Kecamatan; dan
Pengelola Tingkat Desa.

Pasal 17

Fasilitator Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 huruf a, dapat dilakukan secara bersama-

sama dan/atau secara sendiri-sendiri, yang terdiri dari

Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan

Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

atau sebutan lain.

Tugas Fasilitator Tingkat Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. melaksanakan Kkegiatan  sosialisasi/penyebarluasan
informasi dan menyediakan data tentang ADD;

b. melakukan perhitungan dan pemetaan alokasi besaran
ADD tiap Desa;
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c. melakukan kegiatan pembinaan bersama dengan
Fasilitator Tingkat Kecamatan kegiatan ADD;
memfasilitasi penyaluran ADD; dan

e. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan
mengkoordinasikan dengan pihak terkait.

Pasal 18

Fasilitator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 huruf b, adalah Kecamatan:

Fasilitator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai tugas:

a. memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengelolaan
keuangan Desa;

b. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa
tentang perubahan APBDesa;

c. memfasilitasi penelitian kelengkapan berkas
permohonan penyaluran ADD;

d. memfasilitasi penyampaian surat permohonan
penyaluran ADD dari Kepala Desa kepada Bupati,
berdasarkan kelengkapan berkas sebagaimana
dimaksud pada huruf c;

e. memfasilitasi penyampaian laporan pelaksanaan
APBDesa semester pertama tahun anggaran berjalan
dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa
akhir tahun anggaran berjalan, dari Kepala Desa
kepada Bupati; dan

f. memfasilitasi penyampaian rekapitulasi dari laporan
Kepala Desa di wilayah kerjanya, antara lain laporan
realisasi pelaksanaan terkait ADD, dari Kepala Desa
kepada Bupati.

Pasal 19

Pengelola Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf c, terdiri dari:

a. Kepala Desa;

b. Sekretaris Desa; dan

c. Kaur dan Kasi.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik Desa vang dipisahkan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mempunyai kewenangan:
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menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
milik Desa;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa;

menetapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL,;

menyetujui RAK Desa; dan

menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan
Desa, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
Perangkat Desa selaku PPKD yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

bs

bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa (PPKD).
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, mempunyai tugas:

a.

o 0

mengoordinasikan  penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Desa;

mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
dan rancangan perubahan APB Desa;
mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Perubahan Penjabaran APB Desa;

mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.

melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL,;
melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

elakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

meneliti kelengkapan permintaan pembayaran vang
diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana Kkegiatan
anggaran,

menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APB  Desa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;
dan
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m. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang

tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang
tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang
berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnva untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa.

BAB VIl
PENGGUNAAN DANA
Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan

Pasal 20

Penggunaan ADD mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa
yvang dirumuskan melalui Musyawarah Desa.

Dalam hal RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah tidak berlaku lagi sesuai ketentuan perundangan
undangan, maka penggunaan ADD mengacu pada
RKPDesa.

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang
penvelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa, serta bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.

Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan di bidang
pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan
kegiatan prioritas yang bersumber dari ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), diutamakan penggunaannya
untuk:
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a. Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa, Sekretaris

Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 12 (dua belas)

bulan;

Tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan;

Tunjangan Kepala Desa selama 12 (dua belas) bulan;

d. Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 12 (dua belas) bulan;

e. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 12 (dua
belas) bulan;

Apabila  terdapat sisa pengalokasian sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), dari jumlah ADD setiap desa,

maka  dialokasikan  kegiatan lainnya di = bidang

%

pemerintahan Desa.

Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
digunakan untuk mendanai:

a. Tunjangan sekretaris Desa dan perangkat Desa
Lainnya;

Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
Operasional Pemerintahan Desa;

d. Penghasilan/Honorarium staf perangkat Desa dan staf

o

administrasi BPD.

e. Dukungan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
pengganti antar waktu (bagi desa vang melaksanakan
kegiatan tersebut);

f. Dukungan biaya pelaksanaan Pemilihan anggota BPD
pengganti antar waktu (bagi desa yang melaksanakan
kegiatan tersebut);

g. Dukungan biaya pelaksanaan penjaringan,
penyaringan, dan pengangkatan perangkat desa (bagi
desa yang melaksanakan kegiatan tersebut);

h. Kegiatan fisik insfrastruktur lainnva sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.
Pasal 21
Penyaluran ADD tahap [ (satu) dan tahap II (dua)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (2),

diprioritaskan untuk pembayaran Penghasilan Tetap
(SILTAP) dan Tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan.
Pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP} dan Tunjangan
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
secara tertib pada setiap bulannya.

Penvediaan  alokasi anggaran untuk  pembayaran
Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan BPD



-26-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan
ketersediaan dana pada setiap tahapan penyaluran ADD.

Bagian Kedua
Nominal Pengalokasian

Pasal 22

Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, dialokasikan
dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Desa : Rp 2.500.000,-/ bulan (dua
juta lima ratus ribu rupiah
per bulan);

b. Sekretaris Desa . Rp 2.300.000,-/ bulan (dua
juta tiga ratus ribu rupiah per
bulan);

c. Kasi, Kaur, Kadus : Rp 2.100.000,-/ bulan (dua
juta seratus ribu rupiah per
bulan).

Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (5) hurut b, diberikan dengan ketentuan:

a. Ketua : Rp 1.000.000,-/ bulan (satu
juta rupiah per bulan);
b. Wakil Ketua : Rp 780.000,-/ bulan

(tujuh ratus delapan puluh
ribu per bulan);

c. Sekretaris BPD . Rp 780.000,-/ bulan
(tujuh ratus delapan puluh
ribu rupiah per bulan);

d. Ketua Bidang . Rp 650.000,-/ bulan
(enam ratus lima puluh ribu
rupiah per bulan);

e. Anggota BPD : Rp 650.000,-/ bulan
(enam ratus lima puluh ribu
per bulan).

Besaran Tunjangan Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (5) huruf c, dialokasikan dengan rincian

sebagai berikut:

a. Kepala Desa . Rp 2.500.000,-/ bulan (dua
juta lima ratus ribu rupiah
per bulan);

b. Sekretaris Desa - Rp 1.750.000,-/ bulan (satu
juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiahj;
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c. Kasi, Kaur, Kadus : Rp 1.250.000,-/ bulan (satu
juta dua ratus lima puluh

ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Penghasilan tetap (SILTAP) dan Tunjangan Kepala Desa

Pasal 23

(1) Kepala Desa diberi Penghasilan tetap (SILTAP) dan
tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf a dan ayat (3) huruf a pada setiap bulan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang

berlaku.

(2) Penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui
mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa

(RKDes) ke masing-masing rekening tabungan Kepala Desa

pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemberian Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa melalui

rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berlaku setelah ada  Keputusan Bupati tentang

Pengangkatan Kepala Desa.

(4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat

menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan

sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa

tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS).

(5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada avat (4)

berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS), mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan

pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bagian Keempat
Penghasilan tetap (SILTAP), Tunjangan Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa lainnya

Pasal 24

(1) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diberi
Penghasilan tetap (SILTAP) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ pada setiap bulan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

vang berlaku.
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Penghasilan tetap (SILTAP) Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKDes
ke masing-masing rekening tabungan Sekretaris Desa serta
Perangkat Desa lainnya, pada bank yang telah ditunjuk
oleh Pemerintah Daerah.
Pemberian tunjangan bagi Sekretaris Desa serta Perangkat
Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat
(7) hurut a, dilakukan dengan ketentuan:
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6); dan
b. diberikan melalui mekanisme pemindahbukuan dari
RKDes ke masing-masing rekening tabungan Sekretaris
Desa serta Perangkat Desa lainnya, pada bank yang
telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
Pemberian Penghasilan Tetap (SILTAP) dan tunjangan
Sekretaris Desa serta Perangkat Desa lainnya melalui
rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
huruf b, berlaku setelah ada Keputusan Kepala Desa
tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat
menjadi Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya, yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannva
selama menjadi Perangkat Desa, tanpa kehilangan haknya
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat
menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada avat
(5), berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS), mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan
pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bagian Kelima
Tunjangan BPD

Pasal 25

Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
avat (2), diberikan pada setiap bulan dan besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKDes
ke masing-masing rekening tabungan anggota BPD pada
bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
Pemberian Tunjangan BPD melalui rekening tabungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah ada
Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota BPD.
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Bagian Keenam
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 26

(1} Penggunaan ADD untuk Jaminan Sosial Kesehatan Kepala
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d,
sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap (SILTAP)
per bulan, dilakukan dengan ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

(2) Tata cara pemotongan, penvetoran, dan pembayaran iuran
jaminan sosial kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan
vang berlaku.

(3) Pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan
sosial kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada avat
(2), berlaku setelah dilakukan pendaftaran keanggotaan
kepesertaan jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya melalui BPJS
Kesehatan oleh pihak pemerintah Desa.

Bagian Ketujuh
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 27

(1) Pengalokasian ADD untuk Jaminan Ketenagakerjaan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf e,
dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(2) Penganggaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam
belanja jaminan sosial ketenagakerjaan.

(3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) PPKDa selaku BUD melakukan pemotongan (intersep) iuran
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 avat (2), per bulan.



-30-

Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber

dari ADD hak masing-masing desa.

Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD

hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran

iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan

bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa

Lainnya.

Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara

kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS

Ketenagakerjaan yang memuat:

a. rencana penerimaan ADD; dan

b. rencana anggaran luran bagi Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya.

Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada avat

(4), ditandatangani oleh PPKDa selaku BUD dengan pejabat

BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan

kepada Bupati.

PPKDa selaku BUD melakukan penyetoran [uran kepada

BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan

bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-

masing desa dimaksud pada ayat (2).

Penyetoran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 29

Penggunaan ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a
sampai dengan huruf g, pengalokasiannya disesuaikan pada
kondisi kemampuan keuangan Desa, dengan tetap berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

Kepala Desa menyusun laporan realisasi penggunaan ADD.

Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berupa :

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD]
akhir Tahun Anggaran 2023;
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b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2024,

d. Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun Anggaran 2023; dan

e. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap | (satu) Tahun
Anggaran 2024.

Pasal 31

Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) setiap tahap penyaluran kepada Bupati
melalui Camat.

Pasal 32

Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan material
atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran ADD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya secara formal
dan material atas penggunaan dan pelaksanaan ADD vang
telah diterima.

Bentuk pertanggungiawaban penggunaan dan pelaksanaan
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2},
terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga
bentuk pertanggungiawabannya adalah
pertanggungiawaban pelaksanaan APBDes yang dituangkan
dalam Peraturan Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
ADD melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Daerah Kabupaten Bangkalan yaitu Inspektorat atau
sebutan lain.

Camat  melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai wilayah kerja masing-
masing.
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BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala
Desa tidak menyampaikan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) dan
perubahannva (jika dilakukan perubahan), dokumen
RKPDesa dan perubahannya (jika dilakukan perubahanj,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir
Tahun Anggaran 2023, Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2024, Peraturan
Desa tentang APBDesa dan perubahannya (jika dilakukan
perubahan) Tahun Anggaran 2024, Laporan realisasi
penyerapan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2024, serta
kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Penundaan dilakukan sampai dengan disampaikannya
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak
menyvampaikan kelengkapan dokumen persyvaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Bupati secara berjenjang melakukan teguran kepada Kepala
Desa untuk melakukan percepatan penyampaian dokumen
persyvaratan penyvaluran.

Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak disalurkan
dan menjadi sisa ADD di RKUD.
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BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
avat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan
dan/atau kerugian desa yang terjadi karena adanya
pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana
diselesaikan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA), maka dikembalikan ke Kas Desa dan dianggarkan
kembali dalam APBDes pada tahun anggaran berikutnya.
Apabila terjadi perbedaan hasil dokumen cetak (hardcopy)
serta dokumen digital (softcopy) persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), antara
dokumen Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa,
maka pemerintah Daerah hanya mengakui keabsahan
dokumen yang disampaikan melalui aplikasi penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal
14 avat (4).
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 0 5 FEB 2024

BANGKALAN,

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal (01§ FEB 2024

2 mf'o
\" >
DAY,

L
S adAl) o

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR & SERIE- .
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LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 6 TAHUN
2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUNANGGARAN 2024

ALOKASI DANA DESA (ADD)

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE WILAYAH ALOKASI DANA DESA (ADD)

KODE KECAMATAN DESA PAGU PER-DESA PENYALURAN TAHAP 1 PENYALURAN TAHAP 11
5.1.7.07. KECAMATAN BANGKALAN Rp 2.185.773.000,00 | Rp 1.311.463.800,00 | Rp 874.309.200,00
oL 7.07.01. IBANGKALAN UJUNG PIRING Kp 363.310.000,00 | Rp 217.9806.000,00 | Rp 143,321,000 00
S 1V07.02 IBANGRALAN SEMBILANGAN Rp 334.192.000,00 | Rp 200.515.200,60 | Rp 133,076,800,
2170708 IBANGRALAN KNRAMAT Rp 391.038.000,00 { Rp 234.622.800,00 | Rp 156,415, 200,064
SUT 0704 IBANGKALAN MARTAJASAH Rp 332.892.000,00 § Rp 199.735.200,00 | Rp 1331568015,
51707 0580 [BANGRALAN SABIYAN Rp 332.664.000,00 | Rp 199.5398.400,00 | Rp 133.0065.600.00
GL7.07.06. {BANGRALAN GEBANG Rp 431.677.000,00 | Rp 259.006.200,00 | Rp 172.670.800,060
5.1.7.08. KECAMATAN KAMAL Rp 4.053.851.000,00 | Rp 2.432.310.600,00 | Rp 1.621.540.400,00
5070800 [KAMAI TAJUNGAN Rp 358.786.000,00 | Rp 215.271.600,00 | Rp F43.519.100,00
SLT08020 [KAMAL GHLL BARAT [NH] 432.256.000,00 | Rp 259.353.600,00 | Ry 172,902, 400.00

7OR.02 IKAMAL BANY UAJUINT Rp 304.147.000,00 | Rp 236.008.200,00 | Ry 157.778 800,00
3 L7080 TRAMAL KAMAL Rp 392.618.000,00 | Rp 235.570.800,00 | Rp 157 047 . 200 00
C TR0 TNAMAL PANJUNC OATH Rp 386.605.000,00 1 RBp 231.903.000,00 | Rp 154012 000,00
S 708 060 [RAMAL KEBUN Ry 387.400.000,00 | Rp 232.440.000,00 | Rp 154, G00.000, G0
5ET08.07 0 INKAMAL GILI TIMUR R A6 1.647.000.00 | Rp 276.988.200.00 | R 124.058.800.006
5 170808 [KAMAL GIHLI ANYAR Rp 389.308.000,00 | Rp 233.584.800,000 1 Rp 105722200 04
501 708.09. [KAMAI I'LANG Rp 459.186.000,00 | Rp 275.511.600,00 | Rp 18307 110000
S T80 IRKAMAL PENDABAH Rp 391.598.000.00 | Rp 234.958.800,00 { Rp 136034, 200,00
5.1.7.09. KECAMATAN BURNEH Rp 5.391.028.000,00 | Rp 3.234.616.800,00 | Rp 2.156.411.200,00

LS00 THURNIH JAMBUH Rp 413.023.000,00 § Rp 247.813.800,00 1 Rp 165, 2009 200,06
S T09020 TBURNEG LANGRAP Ry 613.545.000,60 | Rp 308.127.000,00 1 Rp 245180000
o 700030 TBURNEH BURNEH Rp S16.117.000,00 { Kp 309.850.200,00 | Rp 200,560,800 0G4
51709040 FBURNEN BANANGRAH Rp 013.726.000,00 § Rp 308.235.600,00 | Rp 24549030006
S R R RIS BN ALAS WEMIRANG R 442 4549 000 00 I\’!\ 25 470 400 00 i 176 ORT n) (i
2170960, [HURNEN BINOH Rp A485.411.000,00 | Rp 291.246.600,00 | RKp T4 10-1100,00
SoL7 0007 TRURNEH PERRENG Rp GO8.766.000,00 | Kp 365.259.600,00 | Rp 245, 300.100.00
ST 0908 TBURNEI PANGOLANGAN Rp ARE.932.000.00 | Rp 291.559.200,00 1 Rp 19187 2. 800,00
S B F09.09 TBURNEL SOBIH Kp A41.178.000,00 | Rp 264.706.800,00 | Rp 176.171.200,00
S 70 100 TBURNEH KAPOR Rps 380.088.000,00 | Kp 231.652.800,00 | Rp 13,435 200,00
SUTO0G T [BURNEN AROIK Rp 384.488.000,00 | Rp 230.69.2.800,00 | Rp 1537495, 200,00
5.1.7.10. KECAMATAN SOCAH Rp 4.944.729.000,00 | Rp 2.966.837.400,00 | Rp 1.977.891.600,00
S 171001 SOCAI JUNGANYAR Rp 303.916.000,00 | Rp 218.367.000,00 1 Rp 145.378.100,00
AR LARAN, SOV QIVOAL] Wy AT TAA000 00 1 R 296 20 400 on LR 1O OO A
2171003 SOCALY BULUI Rp 394.729.000,00 | Rp 236.837.400,00 | Rp 157 891 600,00
L7 00 | SOCAL JADDIUH Rp 577.050.000,00 ¢ Rp 346.230.000,00 § Rp 230.820.000.00
51710050 F SOCATE SANGGRA AGUNG Rp 5O4.109.000,00 | Rp 302.1065.400,00 | Rp 201013600 00
ST M0G0 SOCAH PARSI Rp 481.823.000,00 | Rp 289.093.800,00 | Rp 192,724 200,00
5 YT 1007 ] SOCAH L APORATL Rp 505.640.000,00 | Rp 303.381.000,00 | Rp 2002, 2056.000.00
L7008 | SOCAT KELEYAN Ry 479.911.000,00 | Rp 287.96:41.600,00 | Iy 1O 070,400 10
V700 ROCAH PITAONAN Rp 421.381.000,00 { Rp 252.948.000,00 | Np 168632 400,00
L7004 | SOCAN DARIRING Rp 406.160.000,00 | Rp 243.8706.000,00 | Rp 16 2.584.000.00
RIS B A TR A T pEaNaAsun g 331.9030.000,00 [ ISR ER NSRS P A SR IR N AR
5.1.6.11 KECAMATAN AROSBAYA Rp 7.469.129.000,00 | Rp 4.481.477.400,00 | Rp 2.987.651.600,00
Lo AROSBAYA PANDAN LANJANG Rp 402.716.000,00 1 Rp 211.629.600,00 | Rp 161,086 100,060
51700000 L AROSBAYA BATONAONG Ry 452.034.000,00 | Ry 271.220.400.00 | Rp 1808105000t
STV 11030 FAROSBAYA GLAGGA Rp 385.379.000,00 | Rp 331.227.100,00 1 Rp 23115 1.000,00




w
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!
KODE WILAYAH ALOKASI DANA DESA {ADD)

KODE KECAMATAN DESA PAGU PER-DESA PENYALURAN TAHAP I PENYALURAN TAHAP II
571100 AROSBAYA OMEI, Ry 416.513.000,00 | Rp 249.907.800,00 ¥ Rp 100,605, 200,00
Sl rEnn ARONBAYA BALUNG kp A431.251.000 () F Rp 20875210000 [ Rp 17.2.501.600,00
ST T 060 | AROSBAYA LAJING Np 533.980.000.00 | Ry 321.08%.000,00 | R 21302 00 0t
VAR B N AROSBAYA [ENGRE Rp 161.018.000,00 { Rp 276.610.800,00 | Rp 183,107, 200080
ST EON AROSHBAYA AROSBAYA Rp 583.624.000,00 | Rp 350.174.400,00 1 Rp 23341960000
S 1SN 09 D ARODSIBAYA KARANG DUWALNR Ry A30.473.000,00 | p 208.283.800,00 t Rp L7 218920008
b to ARORBAYA DLEMER Ky 331.5010.000,00 | Rp 198.956.400,00 | Rp {32,657 400,00
b AROSIBAYA MANGRON W 330.811.000,00 [ Rp 198, 186.600,00 | Ry 132.32:04900 00
E A I I ) ARDSBAYA BERBELUK Rp 434.850.000,00 | Rp 200.910.000,00 | Rp 173,940,000 00
TS AROSBAYA CENDAGAH p 302.300.000.00 1 Rp 181.500.000,00 | Rp 1.21.000,000,00
ST AROSBAYA KARANG PAG Rp 303.176.00000 | Rp 181.905.600,00 | Rp 121.270.100.00
T LTS T ARGOSBAYA MAKAM AGUNG INF] 303.128.000,00 + R 181.876.800.00 | Kkn 121.251.200,06
STV P AROSBAYA PLAKARAN Rp 303.598.000,060 | Rp 182.158.800,00 | 1p 121,124,200 00
LT P AROSBAYA BUDURAN Rpy 502.401.000,00 | Rp 301L.410.600,00 | Rp 200.960.100,00
SV ESD AROSEBAYA TAMBLEGAN Rp 358.080.000,00 | R 214.818.000,60 | Rp 113,252, 000,00
5.1.7.12 KECAMATAN GEGER Rp 6.188.374.000,00 | Rp 3.713.024.400,00 | Rp 2.475.349.600,00
1.0 1201 JGEGER TOGUBANG Rp 511.795.000,00 | Rp 307.077.000,00 1 Rp 200071800000
V171202 |GREGER LERPAK Ry 524.796.000,00 | Rp 3187760000 | Rp 200.518.400,00
» 1S 2000 TGEGEN GEGER Rp 573.391.000,00 [ Rp 311.034.600,00 1 Rp 224.350.100,00 :
200 JGEGER BATOBELLA Rp AGO.742.000,00 F R 276.115.200,00 | Kp 13290 800,60 |
ST 0n forakr TEGAR PRIVAN R R3G7020 000 GO | R 215 ORR 000 00 1 R VARG ) 000 O
G 12000 TGREGHR CAMPOR Rp 529.590.000,00 § Ry 317.754.000,00 | Rp 211.846.600.06
w1207 JGEGER KOMIPPOL Rp 388.109.000.00 [ Rp 232.805.100,00 | R 155, 243.000.00

T2 o8 {GHGER KAMPAK iy 616.356.000,00 | Kp B60.8153.0600,00 | Rp 246 542 000
LY 2000 IGHGER KOMBANGAN Ky 162.291.000,00 | Rp 277.371.600,60 1 Rp RIS (SN
V12100 JGEGER DADBUNG Ry 4335.999.000,00 | Rp 261.599.400,00 1 Rp 174.399.000,001
S22 T [GEGER KRATOL BARAT Rp 163.950.000,00 | Rp 278.370.000,00 | Rp 185,580,004,
i 120120 TGRGER BAYONENG LAOK Ry 472.100.000.00 1 Rp 283.410.000,00 | Rp 188 GH0.000. 00
ST A1 GEGER BAYONIENG DAJAT Rp 389.025.000,00 | Rp 233.115.600,00 | Rp T30 10000,
=172 WECAMATAN KT AMPIS R £ 817 104 00O N0 | B = 11021640000 1 Bp 240K RTT ANO OO
» LA A0 TRLAMPES rarpBui Rp 319.052.000,00 { Rp 101.971.200,00 | Np 127 9808001 Gt
SO 1S020 TREAMPIS RAAS Rp 33%.632.000.00 | Rp 21577920000 | Rp 113852 KO
SO R0 AN AMPIS MOARAL p 420.871.000,00 | Rp 20252000000 1 Rp FOR 3B 00 e
o L7 B 0% INLAMPES POLONGAN Rp 386.818.000,00 | Ry 232.108.800,00 | Rp 154,759 200 00
w700 IKLAMPIS KARANG ASEM Rp 331.348.000,00 1 Rp 198.808.800,00 | Rp 132,539 200,00
C L TS00 TREAMPIS BANTEYAN kp 423.750.000,00 { Rp 254.250.000,00 | Rp 1640, 300,000,601
LT A07 AKLAMPIS BRAGANG Rp 427.820.000.00 | Rp 256,.692.000,00 | Rp 711280000050
s L 1S08 INLAMPIS LERGUNONG Ry 393.621.000,00 | Rp 236.172.600,00 | Rp TO7. 8 100,00
S N N P IARA S M RESEA L J07.0T.00000 Lo BRI PR IS4 Y ) I I HSE A P AR
v TS 100 TREAMPIS LARANGAN GLINTONG R 4006.831.000.00 | Rp 241.0098.0600,00 | Rp 162,732 400,00
Toobs b [RLAMPIS MANONGGAL Kp A05.167.000,00 | Rp 243.100.200,00 | Ry 162,066 800000
ST 20 TREAMPIS LEARANGAN SORJAN KRy 398.133.000,00 1 Rp 209.059.800,00 1 Rp 10G.37.0. 200,00
LIRS IRLAMPES TENGGUN DAJATL Np A419.032.000,00 | Rp 269.119.200,00 | Rp 179.612.800 00
21T UL [ KLAMPLS BHLUNG Ky 379.113.000,00 I\’|; 227.647.800,00 | Rp 151,705 20000
LS TRLANMPES TROGAN Rp 348.217.000,00 | Rp 208.930. 200,00 | Rp 1230, 280, 800,00
P70 00 INEAMPES [NGXETI Rp 402.124.000,00 | Rp 211.150.100,00 | Rp 1OH. 909 000,00
VLSS I RKEAMDPYS TOPBADDUNG Rp 430.753.000,00 | Rp 208.101.800,00 | Rp 172,307 2000
TS RLAN S MEANIATNG IND SAG.GL0.G06,550 ) Ry AV INR AT VRV I I N Lo S UL
Looi2 o JhEAMPES BULUKAGUNG 124 205, 115.000,00 | Rp 247.069.000,00 | Ry T38.046 GO0 i
Vs 200 IKEANPIN PATOR INE 391.321.000.00 | Rp 224779260000 | Rp [REEINEL A
A 2T L AMPES KEAMPUS BARAT INTI A005.270.000,00 [ Ky 21.062.0G0,00 { N Tord e (enlice |
LA A 22 TREAMPIS KLAMPIS TIMUR Rp 3 711.000.00 } Rp 208.626.600,00 | R 13008130000
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KODE WILAYAH

ALOKASI DANA DESA (ADD)

FANATEMERAH

PADURUNGAN

Ryp

375.300.000,00

KODE KECAMATAN DESA PAGU PER-DESA PENYALURAN TAHAP 1 PENYALURAN TAHAP II
5.1.7.14. KECAMATAN SEPULU Rp 5.340.060.000,00 | Rp 3.204.036.000,00 | Rp 2.136.024.000,00
G17.0h0L, (SEPULY KEAPAYAN Ry 39.2.508.000,00 | Rp 235.504.800,00 | Rp 137.00:05. 200,00
317100020 [SEPHLL BANGSERELH R 391.194.000,00 | Rp 234.716.100,60 | Rp 130.477.600,00
1.7 0003, [SEPuLU KELBUNG Rp 1472.224.000,00 | Rp 283.334.400,00 | Rp 188.88¢.000),00
SOLTOR00 (SEPULE SAPLASAL Rp 307.620.000,00 | Rp 184.572.000,00 | Rp 123.018.000,00
SR A R NN SEPUL GUNTLAP Rp 374.660.000,00 Ry 224.796.000,00 | Rp 19861000 ,00)
S.L7.01 00, ISEPULE TANAGURA TIMUR Rp 305.890.000,00 | Rp 183.534.000,00 | Rp 122.3506.000,00

V707 [sEpULy TANAGURA BARAT Rp 306.517.000,00 | Rp 183.910.200,00 | Rp 122.600.800,00
TL7 108 SEPULY DBANYIOR Rp 388.496.000,00 | Rp 233.097.600,00 | Rp 135,398, 100,06
L7 URO9) [SEPULE REABETAN Rp 337.942.000,00 | Rp 202.765.200,00 | Rp 1353.176.800.00
S BT T0 ISEPULY GANGSEYAN Rp 365.448.000,00 | Rp 219.268.800,00 | Rp 146, 179.200,00

L7400 SKEPULU MANISRON R 363.965.000.00 1 Rp 218.379.000.00 § Rp 145.580.000.00
SLTER2 ISEPHA sEPUA R 362.052.000,00 | Rp 217.231.200,00 | Rp 141,820, 800,00
U7 [SEPULL PRANCAK Rp 362.647.000,00 | Rp 217.588.200,00 | Kp 115.058.800,00

17 skEPuLy LABUHAN Rp 303.728.000,00 | Rp 182.236.800,00 | Rp 121461 200,00
5070010 SEPURY LEMBUNG PASESER Rp 305.169.000,00 | Rp 183.101.1400,00 | Rp 122.067 60
5.1.7.15 KECAMATAN TANJUNG BUMI Rp 6.845.049.000,00 | Rp 4.107.029.400,00 | Rp 2.738.019.600,00

7500 TANJUNG 13UIMI PLANGGIRAN Rp 490.507.000,00 | Rp 294.304. 200,00 | Rp 190, 202,800 60
1 715.020 TANGUNG BUMI TAGUNGGUH Rp 567.801.000,00 | Rp 240.680.600,00 { Rp 227.120.100.00
ST IA0R ITANJUNG BUMI DBANDANG DAJAH Rp S518.272.000,00 | Rp 310.963.800,00 | Rp 207 .30, 200,60
RS VAR B B TANGVING 1M BIUNGRIING R AR7 112 000,00 wp 2490 67 800 00 1 R TGG KAD 2000 i
VLT 1500, TTANJUNG BiML LARANGAN TIMUR Rp 523.794.000,00 | R 3190.276.400,00 | Rp 2000 317.6400,060
SOLTOIO060 TTANJUNG BUMI TAMBAE POCOK Rp 425.152.000,60 | Rp 255.091.200,00 | Rp 170,660,800, 06
ST AL07 I TANJUNG 13UME BUMI ANYAR Rp A8G.A70.000,00 | Kp 291 882.000,00 | 2 194588 G0G.00
DOL7O15.08. [TANJUNG BBUMI PASESEH Rp 554.952.000,00 | Rp 332.971.200,00 | Rp 221 086800 00
51705090 JTANJUNG (3UMI TELAGA BIRU Rp 553.903.000,00 | Rp 332.341.800,00 | Rp 221.501. 20006
S50 TTANJUNG BBUME TANJUNG BUMI Rp 189.351.000,00 | Rp 293.610.600,00 | Rp 193.730.306,00
SL705000 TANJUNG BUMI MACAJAL Rp 100.9.20.000,00 | Rp 294.352.000,00 | Rp 196 368,000,011
L7 150120 [TANJUNG BUMI FLANGOH 12y 422.823.000,00 | Rp 233.692.800,00 | IRy 169129, 200,06

DVt PTANING 12 PANVIICANCIE A Rp AT 00T 00000 1 B2 2TRABA GO a2y 170 44 A0 a0
TLTASTA TANJUNG BBUMI ALNG TABAR Rp 402.899.000,00 | Rp 2491, 739.400,00 | Rp TO1.105000,00
5.1.7.16 KECAMATAN KOKOP Rp 5.360.812.700,00 | Rp 3.216.487.620,00 | Rp 2.144.325.080,00
ST 01 T ROROP LEMBUNG GUNONG Rp BOR.A57.000,00 1 Ry IBG.071.200,00 | Rp 12238280000 |
1716020 [RORKOP AMPARA'AN Rp A17.422.000,00 | Rp 250,153.200,00 1 Ry TOODGR.806,00
171603 [KOKOP KOKOP Rp 370.059.000,00 | Kp 222.035.400,00 1 Rp FAR.O 2360000
FLT6.04.0 [Kokop TLOKOH Rp 369.667.000,00 | Rp 221.800.200,00 | Rps P17 RGO.800.00
SHT16.00. [ROKOP PURJAN Rp 558.986.700,00 | Rp 3305.392.020,00 | Rp 223.591.680,0)
VL7 0060 [KOKOP MANO'AN Rp 453.773.000,00 | Rp 272.2063.800,00 | Rp 181,509, 204,00
8 S E ) IREIREIY MANIIUING 25 sregnoneos R JB0.048.000,00 1 U 220000
5 L706.08, [ROROP BANDANG LAOK Rp 381.776.000,00 | Rp 230.865.000,00 | Rp 133.010.000,00
S L7609 JROROP TRAMOK Rp 307.426.000,00 | Rp 238.1455.600,00 | Rp 138970, H10,00
S0 I KOROP KATOL TIMUR Rp 372.332.000,00 | Rp 223.399.200,00 | Rp TA8. D32 RO 04

171000, IKORODP BANDASOLEN Rp 391.973.000,00 | Rp 233.183.800,00 | Rp 130, 7RG 200,00

L1612 [KOKOP DUPOK Rp 365.782.000,00 | Rp 219.469.800,00 | Rp 146,310 200,00

L7.00.13 {ROROP BATOKOROGAN Rp 419.077.000,00 | Rp 251,496, 200,00 | Rp 167,030 800,00
5.1.7.17 KECAMATAN TANAH MERAH Rp 9.295.964.000,00 | Rp 5.577.578.400,00 | Rp 3.718.385.600,00
S L7701 FTANAL MERAT PACISNTAN Rp 163.310.000,00 | Ry 277 986.000,00 | Rp 185.32:1.000.00
TOLTOATOL PTANAL MURAL DAIAGUNG N9 T31.215.000,00 ) Wp 2OB.T2T.586,00 1 Rp
S177.020 [TANALL MERAN TANATT MERAH LAOK Kp 417.611.000,00 | Rp 268.380.100,00 | Rp 179.007.600.06

V77040 [TANAT MERAIL KRANGGAN BARAT Rp 420.421.000,00 | Rp 257.052.600,00 | Rp 171.768.400,00
31 705 [PANAH MERAH PANGELEYAN INT} 276.231.000,06 | Rp 165.738.600,00 | Rp L0GA22.400.00

Rp 225.180.000,00 § Rp 1501 20,000,000




KODE DESA PAGU PER-DESA | PENYALURAN TAHAPI | PENYALURAN TAHAP II
5.1.7.17.07. |TANAH MERAH PETRAH Rp 402.688.000,00 | Rp 241.612.800,00 | Rp 161.075.200,00
5.1.7.17.08. |TANAH MERAH TANAH MERAH DAJAH Rp 452.504.000,00 | Rp 271.502.400,00 | Rp 181.001.600,00
5.1.7.17.09. |TANAH MERAH DUMAJAH Rp 450.911.000,00 | Rp 270.546.600,00 | Rp 180.364.400,00
5.1.7.17.10. |TANAH MERAH PATEMON Rp 303.242.000,00 | Rp 181.945.200,00 | Rp 121.296.800,00
5.1.7.17.11. |TANAH MERAH TLOMAR Rp 374.991.000,00 | Rp 224.994.600,00 | Rp 149.996.400,00
5.1.7.17.12. |TANAH MERAH KENDABAN Rp 373.766.000,00 | Rp 224.259.600,00 | Rp 149.506.400,00
5.1.7.17.13. |TANAH MERAH JANGKAR Rp 447.056.000,00 | Rp 268.233.600,00 | Rp 178.822.400,00
5.1.7.17.14. [TANAH MERAH PETTONG Rp 445.852.000,00 | Rp 267.511.200,00 | Rp 178.340.800,00
5.1.7.17.15. |TANAH MERAH LANDAK Rp 347.035.000,00 | Rp 208.221.000,00 | Rp 138.814.000,00
5.1.7.17.16. [TANAH MERAH RONGDURIN Rp 375.872.000,00 | Rp 225.523.200,00 | Rp 150.348.800,00
5.1.7.17.17. |TANAH MERAH BATANGAN Rp 459.042.000,00 | Rp 275.425.200,00 | Rp 183.616.800,00
5.1.7.17.18. |TANAH MERAH DLAMBAH DAJAH Rp 473.145.000,00 | Rp 283.887.000,00 | Rp 189.258.000,00
5.1.7.17.19, |TANAH MERAH DLAMBAH LAOK Rp 374.282.000,00 | Rp 224.569.200,00 | Rp 149.712.800,00
5.1.7.17.20. |[TANAH MERAH MRECAH Rp 402.377.000,00 | Rp 241.426.200,00 | Rp 160.950.800,00
5.1.7.17.21. |TANAH MERAH BUDDAN Rp 458.049.000,00 | Rp 274.829.400,00 | Rp 183.219.600,00
5.1.7.17.22. |TANAH MERAH POTER Rp 429.241.000,00 | Rp 257.544.600,00 | Rp 171.696.400,00
5.1.7.17.23. [TANAH MERAH BASANAH Rp 302.792.000,00 | Rp 181.675.200,00 | Rp 121.116.800,00
5.1.7.18. KECAMATAN KWANYAR Rp 7.254.002.000,00 | Rp 4.352.401.200,00 | Rp 2.901.600.800,00
5.1.7.18.01. [KWANYAR TEBUL Rp 387.721.000,00 | Rp 232.632.600,00 | Rp 155.088.400,00
5.1.7.18.02. |KWANYAR KWANYAR BARAT Rp 514.058.000,00 | Rp 308.434.800,00 | Rp 205.623.200,00
5171803 |KWANYAR PESANGGRAHAN Rp 515.927 000,00 | Rp 309.556 200,00 | Rp 206.370.800,00
5.1.7.18.04. |[KWANYAR KARANG ANYAR Rp 413.232.000,00 | Rp 247.939.200,00 | Rp 165.292.800,00
5.1.7.18.05. |KWANYAR BATAH BARAT Rp 441.220.000,00 | Rp 264.732.000,00 | Rp 176.488.000,00
5.1.7.18.06. |KWANYAR BATAH TIMUR Rp 443.288.000,00 | Rp 265.972.800,00 | Rp 177.315.200,00
5.1.7.18.07. |KWANYAR DUWEK BUTER Rp 387.707.000,00 | Rp 232.624.200,00 | Rp 155.082.800,00
5.1.7.18.08. |KWANYAR PANDANAN Rp 413.186.000,00 | Rp 247.911.600,00 | Rp 165.274.400,00
5.1.7.18.09. |KWANYAR KARANG ENTANG Rp 415.830.000,00 | Rp 249.498.000,00 | Rp 166.332.000,00
5.1.7.18.10. |[KWANYAR JANTEH Rp 485.866.000,00 | Rp 291.519.600,00 | Rp 194.346.400,00
5.1.7.18.11. |KWANYAR DLEMER Rp 484.539.000,00 | Rp 290.723.400,00 | Rp 193.815.600,00
5.1.7.18.12, |KWANYAR KETETANG Rp 555.973.000,00 | Rp 333.583.800,00 | Rp 222.389.200,00
5.1.7.18.13. |KWANYAR MOROMBUH Rp 449.287.000,00 | Rp 269.572.200,00 | Rp 179.714.800,00
5.1.7.18.14. |KWANYAR SOMOR KONENG Rp 444.526.000,00 | Rp 266.715.600,00 | Rp 177.810.400,00
5.1.7.18.15. |KWANYAR PAORAN Rp 414.717.000,00 | Rp 248.830.200,00 | Rp 165.886.800,00
5.1.7.18.16. |KWANYAR GUNUNG SERENG Rp 486.925.000,00 | Rp 292.155.000,00 | Rp 194.770.000,00
5.1.7.19. KECAMATAN LABANG Rp 5.892.398.000,00 | Rp 3.535.438.800,00 | Rp 2.356.959.200,00
5.1.7.19.01. |LABANG KESEK Rp 445.989.000,00 | Rp 267.593.400,00 | Rp 178.395.600,00
5.1.7.19.02. |LABANG PANGPONG Rp 415.367.000,00 | Rp 249.220.200,00 | Rp 166.146.800,00
5.1.7.19.03. |LABANG SUKOLILO BARAT Rp 558.989.000,00 | Rp 335.393.400,00 | Rp 223.595.600,00
S.1.7.19.01. |LABANG SUKOLILO TIMUR Rp 527.166.000,00 | Rp 316.172.600,00 | Rp 210.286.100,0C
5.1.7.19.05. |LABANG BUNAJIH Rp 513.480.000,00 | Rp 308.088.000,00 | Rp 205.392.000,00
5.1.7.19.06. |LABANG BRINGEN Rp 431.626.000,00 | Rp 258.975.600,00 | Rp 172.650.400,00
5.1.7.19.07. |LABANG BA'ENGAS Rp 500.815.000,00 | Rp 300.489.000,00 | Rp 200.326.000,00
5.1.7.19.08. |LABANG MORKEPEK Rp 402.013.000,00 | Rp 241.207.800,00 | Rp 160.805.200,00
5.1.7.19.09. |LABANG LABANG Rp 460.118.000,00 | Rp 276.070.800,00 | Rp 184.047.200,00
5.1.7.19.10. |LABANG JUKONG Rp 415.822.000,00 | Rp 249.493.200,00 | Rp 166.328.800,00
5.1.7.19.11. |LABANG SENDANG LAOK Rp 429.880.000,00 | Rp 257.928.000,00 | Rp 171.952.000,00
5.1.7.19.12. |LABANG SENDANG DAJAH Rp 403.249.000,00 | Rp 241.949.400,00 | Rp 161.299.600,00
5.1.7.15.13. |LABANG PETAPAN Rp 387.584.000,00 | Rp 232.550.400,00 | Rp 155.083.600,00
5.1.7.20. KECAMATAN TRAGAH Rp 7.149.345.000,00 | Rp 4.289.607.000,00 | Rp 2.859.738.000,00
5.1.7.20.01. |TRAGAH ALANG ALANG Rp 389.482.000,00 | Rp 233.689.200,00 | Rp 155.792.800,00
5.1.7.20.02. |[TRAGAH KEMONING Rp 427.605.000,00 { Rp 256.563.000,00 | Rp 171.042.000,00
5.1.7.20.03. |TRAGAH SOKET LAOK Rp 486.512.000,00 | Rp 291.907.200,00 | Rp 194.604.800,00
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5.1.7.20.04. |TRAGAH BAJEMAN Rp 443.962.000,00 | Rp 266.377.200,00 | Rp 177.584.800,00
5.1.7.20.05. |[TRAGAH TAMBIN Rp 414.777.000,00 | Rp 248.866.200,00 | Rp 165.910.800,00
5.1.7.20.06. |TRAGAH SOKET DAJAH Rp 387.501.000,00 | Rp 232.500.600,00 | Rp 155.000.400,00
5.1.7.20.07. |TRAGAH KETELENG Rp 358.560.000,00 | Rp 215.136.000,00 | Rp 143.424.000,00
5.1.7.20.08. |[TRAGAH JAAH Rp 412.636.000,00 | Rp 247.581.600,00 | Rp 165.054.400,00
5.1.7.20.09. |TRAGAH BANCANG Rp 384.826.000,00 | Rp 230.895.600,00 | Rp 153.930.400,00
5.1.7.20.10. |TRAGAH MASARAN Rp 440.986.000,00 | Rp 264.591.600,00 | Rp 176.394.400,00
5.1.7.20.11. |TRAGAH PACANGAN Rp 384.977.000,00 | Rp 230.986.200,00 | Rp 153.990.800,00
5.1.7.20.12. |[TRAGAH POCONG Rp 357.942.000,00 | Rp 214.765.200,00 | Rp 143.176.800,00
5.1.7.20.13. |[TRAGAH TRAGAH Rp 384.417.000,00 | Rp 230.650.200,00 | Rp 153.766.800,00
5.1.7.20.14. |TRAGAH KARANG LEMAN Rp 413.626.000,00 | Rp 248.175.600,00 | Rp 165.450.400,00
5.1.7.20.15. |TRAGAH DUKOTAMBIN Rp 330.513.000.00 | Rp 198.307.800,00 | Rp 132.205.200,00
5.1.7.20.16. |TRAGAH JADDUNG Rp 385.379.000,00 | Rp 231.227.400,00 | Rp 154.151.600,00
5.1.7.20.17. |TRAGAH BANYUBESEH Rp 385.559.000,00 | Rp 231.335.400,00 | Rp 154.223.600,00
5.1.7.20.18. |TRAGAH PAMORAH Rp 360.085.000,00 | Rp 216.051.000,00 | Rp 144.034.000,00
5.1.7.21. KECAMATAN MODUNG Rp 7.467.582.000,00 | Rp 4.480.549.200,00 | Rp 2.987.032.800,00
5.1.7.21.01. [MODUNG PANGPAJUNG Rp 417.399.000,00 | Rp 250.439.400,00 | Rp 166.959.600,00
5.1.7.21.02. |MODUNG PATEREMAN Rp 443.610.000,00 | Rp 266,166.000,00 | Rp 177.444.000,00
5.1.7.21.03. |MODUNG KOLLA Rp 390.449.000,00 | Rp 234.269.400,00 | Rp 156.179.600,00
5.1.7.21.04. |MODUNG PAENG Rp 386.791.000,00 | Rp 232.074.600,00 | Rp 154.716.400,00
5172105 |IMODIING NEROH Rp 414.446.000,00 | Rp 248 667 600,00 | Rp 165 778.400.00
5.1.7.21.06. |MODUNG SRABI TIMUR Rp 448.766.000,00 | Rp 269.259.600,00 | Rp 179.506.400,00
5.1.7.21.07. |MODUNG SRABI BARAT Rp 515.709.000,00 | Rp 309.425.400,00 | Rp 206.283.600,00
5.1.7.21.08. [MODUNG PATENTENG Rp 524.261.000,00 | Rp 314.556.600,00 | Rp 209.704.400,00
5.1.7.21.09. IMODUNG LANGPANGGANG Rp 441.565.000,00 | Rp 264.939.000,00 | Rp 176.626.000,00
5.1.7.21.10. |[MODUNG SUWA'AN Rp 442.958.000,00 | Rp 265.774.800,00 | Rp 177.183.200,00
5.1.7.21.11. |IMODUNG MODUNG Rp 441.722.000,00 | Rp 265.033.200,00 | Rp 176.688.800,00
5.1.7.21.12. |MODUNG BRAKAS DAJAH Rp 414.197.000,00 | Rp 248.518.200,00 | Rp 165.678.800,00
5.1.7.21.13. |MODUNG KARANG ANYAR Rp 417.334.000,00 | Rp 250.400.400,00 | Rp 166.933.600,00
5.1.7.21.14, IMODUNG MANGGA'AN Rp 489,987.000,00 | Rp 293.992.200,00 | Rp 195.994 800,00
5.1.7.21.15. |MODUNG GLISGIS Rp 386.913.000,00 | Rp 232.147.800,00 | Rp 154.765.200,00
5.1.7.21.16. |MODUNG PAKONG Rp 443.589.000,00 | Rp 266.153.400,00 | Rp 177.435.600,00
5.1.7.21.17. |MODUNG ALAS KOKON Rp 447.886.000,00 | Rp 268.731.600,00 | Rp 179.154.400,00
5.1.7.22. KECAMATAN BLEGA Rp 8.476.147.000,00 | Rp 5.085.688.200,00 | Rp 3.390.458.800,00
5.1.7.22,01. |BLEGA GIGIR Rp 502.497.000,00 | Rp 301.498.200,00 | Rp 200.998.800,00
5.1.7.22.02. |BLEGA KO'OLAN Rp 412.745.000,00 | Rp 247.647.000,00 | Rp 165.098.000,00
5.1.7.22.03. |BLEGA PANGERAN GADUNGAN Rp 483.706.000,00 | Rp 290.223.600,00 | Rp 193.482.400,00
5.1.7.22.04. |BLEGA PANJALINAN Rp 386.333.000,00 | Rp 231.799.800,00 | Rp 154.533.200,00
S.1.7.22.05. |[BLEGA ROSEP Rp 190.162.000,00 | Rp 291.101.100,00 | Rp 196.067.600,00
5.1.7.22.06. |BLEGA KAMPAO Rp 358.659.000,00 | Rp 215.195.400,00 | Rp 143.463.600,00
5.1.7.22.07. |BLEGA LOMBANG LAOK Rp 347.272.000,00 | Rp 208.363.200,00 | Rp 138.908.800,00
5.1.7.22.08. |BLEGA LOMBANG DAJAH Rp 703.124.000,00 | Rp 421.874.400,00 | Rp 281.249.600,00
5.1.7.22.09. |BLEGA KARPOTE Rp 418.735.000,00 | Rp 251.241.000,00 | Rp 167.494.000,00
5.1.7.22.10. |BLEGA BLEGA OLOH Rp 428.349.000,00 | Rp 257.009.400,00 | Rp 171.339.600,00
5.1.7.22.11. |BLEGA KARANG GAYAM Rp 461.587.000,00 | Rp 276.952.200,00 | Rp 184.634.800,00
5.1.7.22.12. |BLEGA LOMAER Rp 389.664.000,00 | Rp 233.798.400,00 | Rp 155.865.600,00
5.1.7.22.13. |BLEGA BATES Rp 438.713.000,00 | Rp 263.227.800,00 | Rp 175.485.200,00
5.1.7.22.14. |BLEGA KARANG PANASAN Rp 358.658.000,00 | Rp 2135.194.800,00 | Rp 143.4038.200,060
5.1.7.22.15. |BLEGA KARANG NANGKAH Rp 463.789.000,00 | Rp 278.273.400,00 | Rp 185.515.600,00
5.1.7.22.16. |BLEGA BLEGA Rp 476.200.000,00 | Rp 285.720.000,00 | Rp 190.480.000,00
5.1.7.22.17. |[BLEGA NYOR MANES Rp 442.775.000,00 { Rp 265.665.000,00 | Rp 177.110.000,00
5.1.7.22.18. |BLEGA ALAS RAJAH Rp 497.689.000,00 | Rp 298.613.400,00 | Rp 199.075.600,00




‘ KODE WILAYAH  ALOKASI DANA DESA (ADD)

~ KODE KECAMATAN DESA 'PAGUPERDESA | PENYALURANTAHAP1 | PENYALURAN TAHAP I
5.1.7.22.19. |BLEGA KAJJAN Rp 415.483.000,00 | Rp 249.289.800,00 | Rp 166.193.200,00
5.1.7.23. KECAMATAN GALIS Rp 8.184.234.000,00 | Rp 4,910.540.400,00 | Rp 3.273.693.600,00
5.1.7.23.01. |GALIS PEKADAN Rp 431.639.000,00 | Rp 258.983.400,00 | Rp 172.655.600,00
5.1.7.23.02. |GALIS KAJUANAK Rp 362.024.000,00 | Rp 217.214.400,00 | Rp 144.809.600,00
5.1.7.23.03. |GALIS PATERONGAN Rp 388.763.000,00 | Rp 233.257.800,00 | Rp 155.505.200,00
5.1.7.23.04. |GALIS GALIS Rp 363.112.000,00 | Rp 217.867.200,00 | Rp 145.244.800,00
5.1.7.23.05. |GALIS PAKA'AN LAOK Rp 387.790.000,00 | Rp 232.674.000,00 | Rp 155.116.000,00
5.1.7.23.06. |GALIS KRANGGAN TIMUR Rp 359.047.000,00 | Rp 215.428.200,00 | Rp 143.618.800,00
5.1.7.23.07. |GALIS SEPARAH Rp 332.911.000,00 | Rp 199.746.600,00 | Rp 133.164.400,00
5.1.7.23.08. |GALIS PAKA'AN DAJAH Rp 358.641.000,00 | Rp 215.184.600,00 | Rp 143.456.400,00
5.1.7.23.09. |GALIS LONGKEK Rp 340.192.000,00 | Rp 204.115.200,00 | Rp 136.076.800,00
5.1.7.23.10. |GALIS BANYU BUNIH Rp 572.245.000,00 | Rp 343.347.000,00 | Rp 228.898.000,00
5.1.7.23.11. |GALIS DALEMAN Rp 389.989.000,00 | Rp 233.993.400,00 | Rp 155.995.600,00
5.1.7.23.12. |GALIS TELLOK Rp 391.202.000,00 | Rp 234.721.200,00 | Rp 156.480.800,00
5.1.7.23.13. |GALIS BLATERAN Rp 332.069.000,00 | Rp 199.241.400,00 | Rp 132.827.600,00
5.1.7.23.14. |GALIS KELBUNG Rp 448.185.000,00 | Rp 268.911.000,00 | Rp 179.274.000,00
5.1.7.23.15. |GALIS TLAGAH Rp 363.476.000,00 | Rp 218.085.600,00 | Rp 145.390.400,00
5.1.7.23.16. |GALIS LANTEK TIMOR Rp 393.552.000,00 | Rp 236.131.200,00 | Rp 157.420.800,00
5.1.7.23.17. |GALIS LANTEK BARAT Rp 433.490.000,00 | Rp 260.094.000,00 | Rp 173.396.000,00
5.1.7.23.18. |GALIS BANJAR Rp 508.018.000,00 | Rp 304.810.800,00 | Rp 203.207.200,00
5.1.7.23.19. |GALIS BANGPENDAH Rp 332.367.000,00 | Rp 199.420.200,00 | Rp 132.946.800.00
5.1.7.23.20. |GALIS SADAH Rp 389.846.000,00 | Rp 233.907.600,00 | Rp 155.938.400,00
5.1.7.23.21. |GALIS SORPA Rp 305.676.000,00 | Rp 183.405.600,00 | Rp 122.270.400,00
5.1.7.24. KECAMATAN KONANG Rp 5.634.213.000,00 | Rp 3.380.527.800,00 | Rp 2.253.685.200,00
5.1.7.24.01. |KONANG GALIS DAJAH Rp 395.255.000,00 | Rp 237.153.000,00 | Rp 158.102.000,00
5.1.7.24.02. |KONANG DURIN BARAT Rp 403.583.000,00 | Rp 242.149.800,00 | Rp 161.433.200,00
5.1.7.24.03. |[KONANG KANEGARAH Rp 386.532.000,00 | Rp 231.919.200,00 | Rp 154.612.800,00
5.1.7.24.04. |KONANG BATOKABAN Rp 435.991.000,00 | Rp 261.594.600,00 | Rp 174.396.400,00
5.1.7.24.05. |KONANG DURIN TIMUR Rp 456.900.000,00 | Rp 274.140.000,00 | Rp 182.760.000,00
5.1.7.24.06. |KONANG PAKES Rp 416.388.000,00 | Rp 249.832.800,00 | Rp 166.555.200,00
5.1.7.24.07. |KONANG BANDUNG Rp 416.207.000,00 | Rp 249.724.200,00 | Rp 166.482.800,00
5.1.7.24.08. |KONANG KONANG Rp 487.570.000,00 | Rp 292.542.000,00 | Rp 195.028.000,00
5.1.7.24.09. |KONANG SEN ASEN Rp 486.703.000,00 | Rp 292.021.800,00 | Rp 194.681.200,00
5.1.7.24.10. |KONANG CAMPOR Rp 413.215.000,00 | Rp 247.929.000,00 | Rp 165.286.000,00
5.1.7.24.11. |KONANG SAMBIYAN Rp 445.417.000,00 | Rp 267.250.200,00 | Rp 178.166.800,00
5.1.7.24.12. |KONANG CANGKAREMAN Rp 389.058.000,00 | Rp 233.434.800,00 | Rp 155.623.200,00
5.1.7.24.13. |KONANG GENTENG Rp 501.394.000,00 | Rp 300.836.400,00 | Rp 200.557.600,00

mﬂ IAD‘:)O] TR ALOENSE DAXA Rp 115.649.884.700,00 Rp 46.259.953.880,00
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR

BANGKALAN
TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN

PELAKSANAAN ALOKASI

DANA DESA

(ADD) TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 1la
KECAMATAN ...ccoiiiviiiiiiiiiiiiinreennennes
Jalan ....ccovevnninnnnnn. Telpon ...cceevviviiiiineienniinnnnnnn.
(Kecamatan), tgl....... bln.....thn.....
Nomor o140/, /433. (kode kec)/...... Kepada
Sifat ;. Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan
Lampiran : 1 (satu) berkas di
rerihal . Permohonan Penvyaluran AL BANGKALAN

Tahap I (satu) Tahun Anggaran

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa ...... Kecamatan .......... .
Tanggal ... (tgl.bl.thn) Nomor: 140/, /XXX XXX.XXX/.... Tentang
Penvaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap [ (satu) (...... %) sebesar Rp.
................. (huruf/terbilang)  Tahun..............., dengan  persyaratan
sebagaimana tersebut dibawah ini:

CbRsA
KIECAMATAN

JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) 100%

NO
L

N

[o—
!

i Surat Pengantar  Permohonan  Penvaluran  dari

' Salinan dokumen RPJMDes dan/atau
- perubahannya (jika dilakukan perubahan), bagi |

KELENGKAPAN BERKAS

ADA | TDK ADA

Kepala Desa atau sebutan lain;

dokumen RPJMDes yang masih berlaku sesuai
ketentuan perundangan undangan,;

Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/méft.au“

perubahannya (jika dilakukan perubahan);

o)

: Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
~Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun

- Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
' (LPPD) akhir tahun anggaran 2023; |
i Peraturan Desa tentang Laporan

éanggaran 2023, lengkap beserta lampirannya |

- keluatan Aplikast Siskeudes, |




S |
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Ikhtisar Lapofan Keuangan“ Pemerintah Daerah
(I KPI) tahun anggaran 2023;

~ Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapdtdn
dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta

1(lllllllldllll Y‘(l l‘\l Lucu anl [\1)111\(101 x)lbl\l L/luk D, uau

~ Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran
Aplikasi Siskeudes;

8

10

1

12

16

~ Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran
2024, beserta lampirannva keluaran Aplikasi
Siskeudes  (bagi desa yang melakukan

nartihnanhan ADRMNac):
Dy

f’\" CAMSCLLICAA L £ 2L LI I

- Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja .
Desa tahun anggaran 2024, beserta |

lampirannva keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
dcsa yang melakukan perubahan APBDes) (*)

Surat Pemvataan Tanggung Jawab mutlak |
terhadap penggunaan dan penyusunan Dana tahap !

I (satu), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan

vang herlakiy

Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan
vang berlaku, sesuai dengan nilai besaran Dana
vang diterima pada tahap 1 (satu);

Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap I (satu)
bermateralr cukup sesuail dengan ketentuan vang
berlaku;

Surat Pernyvataan kesediaan dilakukan mekanisme

pemotongan (intersep) iuran Jaminan Sosial
Ketenagakeriaan bagi Kepala Desa. Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya, pada bagian

penerimaan desa yang bersumber dari ADD hak ;

masing-masing desa tahun anggaran 2024,
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang

) ST I JES
L OCTaRy,

i

Salinan Keputtigéin Kepala Desa tentang Rekening
Kas Desa tahun anggaran 2024;

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank |

vang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi

temang nama pemilik serta nomor RKDes;

Salinan Keputu%an Kepala Desa tentang .

Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa vang
masih berlaku dan perubahannya (jika ada

! ;\prnhnh 1\

FRCRVISF TPy A’,

- Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan




| Pelaksana Pvé'rirgel.olaan Keﬁangan Desa (PPKD) dan

[ —

atas:
" a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

"Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA)  keluaran  Aplikasi ~ Siskeudes  tahun

ra. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

' Salinan Keputu%an Kepala Desa tentdng Penetapan
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perubahannya (jika ada perubahan) tahun
anggaran 2024;

- DI Al +
giatan LSy tanun a iggaran

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan

Salinan NPWP Pemerintah (iesa; f

R T e Ao o ATNTYAN 1o 1. '
Dokuincilt olaksanaaii Ailggaiaii (w1 ) Kéidaiaii

Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024, terdiri

b. Rencana Kcr]a Kegldlan Desa; dan

¢. Rencana /\nggardn Blaya

anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes), terdiri atas: (*)

Desa;

b. Rencana K('rja Kegldtan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

22

" Surat pernyétéén pelunasan penyetoran pajak
. penggunaan ADD tahap II (dua) tahun anggaran

pajak); ()

2023 bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan

horlalsyy bacasdbn T ars
\v(lllb [FLONY All L= Y U\,\)\,L T \)(11‘1 cari

(ika ada pembelian/belanja ng dlkenakan

- Foto atau téﬁgkapan layar (screenshggt)
publikasi realisasi pelaksanaan/penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
anggaran 2023 kepada masyarakat, melalui

media informasi baik media cetak (seperti:;
baliho/spanduk/banner, dan media cetak
lainnval . manpun media  elektranik (seperti:
iklan televisi, media sosial, website, portal
berita, blog, dan media elektronik lainnya); !
dan/atau |

- Foto atau tahékapan layar (screenshoot)
publikasi realisasi pelaksanaan/penggunaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun anggaran 2023 (jika dilakukan |
perubahan) kepada masyarakat, melalui media
informasi baik media cetak (seperti: !
baliho/spanduk/banner, dan media cetak!




oa

{

a.
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'l'aiﬁnya), ‘r'riaupun media elektronik (seperti:
iklan televisi, media sosial, website, portal
berita, blog, dan media elektronik lainnya); serta

Foto atau »tangkapan layar (screenshoot)

publikasi Anggaran [endapatan dan DBclaija
Desa tahun anggaran 2024 kepada masyarakat,
melalui media informasi baik media cetak
(seperti: baliho/spanduk/banner, dan media
cetak lainnva), maupun media elektronik
(seperti: iklan televisi, media sosial, website,
portal berita, blog, dan media elektronik
lainnva); dan/atau

Foto atau tangkapan lavar (screenshoot)
publikasi Perubhahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun anggaran 2024 (jika
dilakukan perubahan) kepada masyarakat,

melalui media informasi baik media cetak

(seperti: baliho/spanduk/banner, dan media
cetak lammnya), maupun media elektronik
(seperti: iklan televisi, media sosial, website,

portal berita, blog, dan media elektronik

lainnyaj;

[

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan

b.

C.

- desa, yang terdiri dari:(*)

Foto finalisasi dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama
untuk kegiatan fisik infrastruktur
peimbangunail dcsa yaiig tclah didanai olch
ADD tahap II (dua) tahun anggaran 2023
(bagi desa vang menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur);

|
|
|

FFoto awéﬂ'm(_i_engan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk

|
|
|
I

kegiatan fisik infrastruktur pembangunan

desa yang akan didanai oleh ADD tahap |
(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisile

infrastruktur); dan

untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai oleh
ADD tahap Il (dua) tahun anggaran 2023,

merupakan hasil pengambilan gambar di i

satu titik lokasi vang sama, bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (bagi desa vang telah

menvelesaikan kegiatan fisik infrastruktur

Surat pernvataan bahwa foto finalisasi

{
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i i

“dari ADD Wrié‘hap 11 (dua) tahun anggaran
C2023).

bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa

(ADD)  Tahan ] fsatu)  Tahun . Desa .o
Kecamatan.................... dengan Nama Kaur Keuangan................ pada
Nomor rekening .....................
Demikian untuk menjadi periksa.
CAMAT ..... (NAMA KECAMATAN)

NAMA LENGKAP CAMAT
PANGKAT /GOLONGAN
1 8

Tembusan disampaikan kepada Yth:

T
2.
3.

Kepala DPMD Kah, Rangkalan
Kepala BPKAD Kab. Bangkalan
Inspektur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran)

CATATAN :

.
o

Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 8, 21, 24 di Hal 42, 43 & 44,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur dari ADD.

Apabila poin nomor 8, 21, 24 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor 8, 21, 25
dicentang pada kolom “TIDAK ADA” .

Apabila pada poin nomor 22 tidak ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak, maka
redakst pada pein nomer 22 dicentang pada kelom “TIDAK ADA”,

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 41 s/d 45 masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Kecamatan Setempat

2. DPMD Kab. Bangkalan

3. BPKAD Kab. Bangkalan

4. Inspektorat Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 41 s/d 45 masing-
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-
masing Kecamatan.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 1b
KECAMATAN ...ccoviiiininiinncnerncrecnsnnenns
Jalan ...cccviiieiiiniiiiiiiinnin Telpomn ..ceevvvvveieniannnnnnns
(Kecamatan), tgl....bln.....thn.
Nomor 140/..... /433. (kode kec)/...... Kepada
Sifat Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan
Lampiran 1 (satu) berkas di
Perihal Permohonan Penyaluran ADD BANGKALAN

Tahap Il (dua) Tahun Anggaran

Tanggal ... {tel.bIn,thnl Nomor: 140/........ XXX XXX XXX/
Penvaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) (
(huruf/terbilang) Tahun............... , dengan

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa ......

sebagaimana tersebut dibawah ini:

EDESA

Kecamatan ..........,

...... Tentang

...... %) sebesar Rp.

persyaratan

- KECAMATAN

- JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) 100%

NO |

1

KELENGKAPAN BERKAS

ADA

TDK ADA |

Surat Pengantar Permohonan Penvaluran dari

Kepala Desa atau sebutan lain;

i,r,apof"é’n” Realisasi Penverapan ADD tahap | (se[—tjl:i)w

tahun anggaran 2024  keluaran  Aplikasi
Siskeudes;

Peraturan Desa tentang Laporan |

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

i Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester

Pertama tahun  anggaran 2024, beserta
lampirannva keluaran Aplikasi Siskeudes;

~ Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran
2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi
Siskeudes (bagi desa vang melakukan

peiubdla APBIDes); dan (%)

~ Peraturan I\tpdld Desa Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun  anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
desa vang melakukan perubahan APBDes);(*)

Surat Pernya;[;i:an Tanggufig Jawab mutlak

terhadap penggunaan dan penyusunan Dana
tahap 11 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan




6

9

10

|

16

W
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ketentuan vang berlaku;

Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan
ketentuan yang berlaku, sesuai dengan nilai
besaran Dana yang diterima pada tahap II (dua);

Pakta Intﬂé'g’f’itas Penggunaan Dana tahap II (dua)
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening

! Kas Desa tahun anggaran 2024,

;

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank

iv(mg ditunjuk, paling sedikit berisi informasi

tentang nama p(‘mllxk serta nomor RKDes;

: Salinan  Keputusan Kepala Desa tentang

Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang
masih berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahdn)

Salinan Keputusdn Kepéia Desa  tentang |
Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa |

(PPKD) tahun anggaran 2024 dan perubahannya
(jika add per ubahan)

|
i
|

' Salinan Keputu%an Ké';')'ala Desa tcntangj

Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun

NN LY OE SN 0y By NN A maviibala ey eavr o {331~ ~An
(1.1165(1.1 it Lu\S <Y \ickii IJ\./.I ksl iciirg Lwy [e8 &JLI\(A cAlace
i perubahan);

' Salinan KTP kepal(l Desa dan Kaur Keuangdn

Salinan NPWP Pemerintah de%a

T s e

\ - L - A om v s
1. l)l\blllll il 1 l.,JClk\’(lJlCl(lll 1 viuualial AR EaALall

j‘(DPPA) keluaran Aplikasi Siskeudes tahun

anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan

perubahan APBDes), terdiri atas: (*)
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran
Perubahan Desa;

c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

' Surat Pernyvataan pelunasan penyetoran pajak !

penggunaan ADD sampai dengan tahap [ (satu)
tahun anggaran 2024 bermaterai cukup sesuai
dengan ketentuan vang berlaku, beserta salinan
bukti penyetorannva (jika ada pembelian/belanja

vang dikenalkan najalz)
ak);

- realisasi  pelaksanaan/penggunaan  Anggaran |
Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan

Foto atau tangka.pan layar (screenshoot) publikasi

semester | (satu) tahun anggaran 2024 kepada
masyarakat, melalui media informasi baik media

' cetak (seperti:  baliho/spanduk/banner, dll),
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18

; iﬂaupun media elektronik (seperti: iklan televisi,
media sosial, website, portal berita, blog dllj;

Foto kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa, yang terdiri dari:(*)

a.

Foto perkembangan dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan
Desa vang telah didanai oleh ADD Tahap I
(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik infrastrukturj;
dan/atau

b.

Foto finalisasi dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar vang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan
Desa yang telah didanai oleh ADD Tahap I
(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa vang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur);
serta

. Koto awal dengan titik koordinat dan sudut

pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
yvang akan didanai oleh ADD Tahap II (dua)
tahun anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur);
dan/atau

d.

Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pcmbangunan desa
hasii dari pelaksanaan/penggunaan ADD
tahap I {satu) tahun anggaran 2024, yang akan
dilanjutkan menggunakan ADD Tahap I (dua)
tahun anggaran 2024 (bagi desa vyang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur).

. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk

kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
vang telah didanai oleh ADD tahap 1 (satu)
tahun anggaran 2024, merupakan hasil
pengambilan gambar di satu titik lokasi yang
sama, bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku (bagi desa vang telah
menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur dari
ADD tahap I (satu) tahun anggaran 2024).
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bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa
{ADD) Tahap I (dua) Tahun  ............... Desa....cocoeeveiiii
Kecamatan.................... dengan Nama Kaur Keuangan................ pada

Nomor rekening .....................
Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT ...... (NAMA KECAMATAN)

NAMA LENGKAP CAMAT
PANGKAT/GOLONGAN
NIP. cocireiiiniiiininnnnns

Tembusan disampaikan kepada Yth:

i.
2.

3.

Kepala DPMD Kab. Bangkalan
Kepala BPKAD Kab. Bangkalan
Inspektur Kab. Bangkalan {tanpa lampiran)

CATATAN :

03
"

Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 4, 15, 18 di Hal 46, 47, & 48,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur dari ADD.

Apabila poin nomor 4, 15, 18 tidak dilakukan atau telah dilakukan pada Tahap I, maka
redaksi pada poin nomor 4, 15, 18 dicentang pada kolom “TIDAK ADA”.

Apabila pada poin nomor 16 tidak ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak, maka
redaksi pada poin nomor 16 harus dicentang pada kolom “TIDAK ADA”.

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 46 s/d Hal 49 masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Kecamatan Setempat

2. DPMD Kab. Bangkalan

3. BPKAD Kab. Bangkalan

4. Inspektorat Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 46 s/d Hal 49
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di
masing-masing Kecamatan.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 2a
KECAMATAN......................
DESA. ...
Jalan........cooiin Telp.o.o.n.

omor
ifat
ampiran
erihal

(nama desa), tgl...bln....thn....

140/.... /xxx.(kd.kec).(kd desa)/... Kepada

Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan

i (satu) berkas Meialui Bapak Camat .............
Penvaluran Alokasi Dana Desa di

(ADD) Tahap I (satu) BANGKALAN
Tahun...........

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan
penvaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap [ (satu) Tahun.....
Desa......o....... Kecamatan .......... sebesar Rp. ......... (huruf/terbilang)
Rekening Desa pada Bank Jatim Nomor ....................

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas
kelengkapan permohonan sebagai berikut:

1. Salinan dokumen RPJMDes dan/atau perubahannya (jika dilakukan
perubahan), bagi dokumen RPJMDes yang masih berlaku sesuai
ketentuan perundangan undangan;

2. Salinan dokumen RKPDes tahun 2024 dan/atau perubahannva (jika
dilakukan perubahan);

3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun
anggaran 2023;

4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran
2023, lengkap beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes;

5. lkhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran
2023;

6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta
Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran
Aplikasi Siskeudes;

/. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa vang melakukan
perubahan APBDes); (*)

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan
penvusunan Dana tahap [ (satu), bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan vang berlaku;

9. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan vyang berlaku,
sesuai dengan nilai besaran Dana yang diterima pada tahap 1 (satu);

10. Pakia Integritas Penggunaan Dana tahap I (satu) bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan vang berlaku;



12.

13.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

22.
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. Surat Pernyataan kesediaan dilakukan mekanisme pemotongan

(intersep) iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya, pada bagian penerimaan
desa yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa tahun
anggaran 2024, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan vang
berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun
anggaran 2024,

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, paling

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Susunan

Perangkat Desa yang masih berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2024;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024;

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Salinan NPWP Pemerintah desa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi Siskeudes
tahun anggaran 2024, terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Kencana Anggaran tiaya.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran Aplikasi
Siskeudes tahun anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan perubahan
APBDes), terdiri atas: (*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biava Perubahan.

. Surat pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan ADD tahap

II' (dua} tahun anggaran 2023 bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan vang berlakin, heserta salinan bukti penvetorannva (iika ada
pembelian/belanja yang dikenakan pajak); (*)

Foto atau tangkapan lavar (screenshoot) publikasi realisasi
pelaksanaan/ penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun anggaran 2023 dan/atau perubahannya (jika dilakukan
perubahnanj, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
anggaran 2024 dan/atau perubahannya (jika dilakukan perubahan)
kepada masyarakat, melalui media informasi baik media cetak (seperti:
baliho/spanduk/banner, dan media cetak lainnya), maupun media
clektronik (seperti: iklan televisi, media sosial, website, portal berita,
blog, dan media elektronik lainnya);

3. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, vang terdiri dari:

(*)

a. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar vang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD tahap II (dua)
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tahun anggaran 2023 (bagi desa vang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur);

b. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar vyang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa vang akan didanai oleh ADD tahap I (satu)
tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur); dan

c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD
tahap ii (dua) tahun anggaran 2023, merupakan hasii
pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sama,
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bagi
desa vang telah menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur
dari ADD tahap II (dua) tahun anggaran 2023).

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA...........

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan

CATATAN :

< Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 7, 20, 23 di Hal 50 & 51,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur dari ADD.

*» Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal S0 s/d Hal 52 masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 50 s/d Hal 52
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di
masing-masing Pemerintah Desa.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 2b

KECAMATAN......................
DESA. .
Jalan.....oo Telp.ooonen.

(nama desa), tgl...bln....thn....
Nomor 140/.... /xxx.(kd.kec).(kd desa)/... Kepada
Sifat Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan
fampiran i (satu) berkas Meiaiui Bapak Camat..............
Perihal Penyaluran Alokasi Dana Desa di

(ADD) Tahap Il (dua) Tahun........... BANGKALAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan
penvaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Il (dua) Tahun ... Desa
.................... Kecamatan ........................... sebesar Rp. ...
(hurut/terbilang) Rekening Desa pada Bank Jatim Nomor ....................

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas
kelengkapan permohonan sebagai berikut:

i. Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahap i (satu) tahun anggaran 2024
keluaran Aplikasi Siskeudes;

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama
tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi
Siskeudes;

3. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta
lampirannva keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa vang melakukan
perubahan APBDes); (*)

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan
penvusunan Dana tahap II (dua) bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

5.  Kuiltansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan yang beriaku, sesuai
dengan nilai besaran Dana yang diterima pada tahap II (dua);

6. Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap 11 (dua) bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan vang berlaku;

7. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun
anggaran 2024;

8. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, paling
sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor RKDes;

9. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Susunan
Perangkat Desa vang masih berlaku dan perubahannva (jika ada
perubahan);

10. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2024 dan
perubahannya (jika ada perubahan);



1.

12.
13.
T4,

16.
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Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika ada
perubahanj;

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan,;

Salinan NPWP Pemerintah desa:

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran Aplikasi
Siskeudes tahun anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan perubahan
APBDes), terdiri atas: (*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;

. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

. Surat Pernyataan pelunasan penyvetoran pajak penggunaan ADD

sampai dengan tahap 1 (satu) tahun anggaran 2024 bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti
penvetorannva (jika ada pembelian/belanja yvang dikenakan pajak);

Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi realisasi
pelaksanaan/penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sampai dengan semester [ (satu) tahun anggaran 2024 kepada
masvarakat, melalii media informasi baik media cetak (seperti:
baliho/spanduk/banner, dll), maupun media elektronik (seperti: iklan
televisi, media sosial, website, portal berita, blog dll);

. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, vang terdiri

dari: (%)

a. folo  perkembangan dengan iuk  koordinat dan  sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan Desa yang telah didanai oleh ADD
Tahap [ (satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa vang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); dan/atau

b. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar vyang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan Desa yang telah didanai oleh ADID Tahap 1
(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa vang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur); serta

c¢. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yvang akan didanai oleh ADD Tahap Il
(dua) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan
kegiatan fisik infrasiruktur); dan/atau

d. Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk Kkegiatan fisik
infrastruktur pembangunan desa hasil dari
pelaksanaan/penggunaan ADD tahap [ (satu) tahun anggaran
2024, vang akan dilanjutkan menggunakan ADID Tahap I
(dua) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur).

¢. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan desa vang telah didanai oleh ADD
tahap [ (satu) tahun anggaran 2024, merupakan hasil

r
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pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sama,
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bagi
desa vang telah menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur

dari ADD tahap [ (satu) tahun anggaran 2024).

Demikian untuk menjadi periksa

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA..........

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1

Kenala DPMI Kah., Bangkalan

CATATAN :

*,
DO

Tanda bintang (*) artinya Poin Nomor 3, 14, 17 di Hal 53 & 54, dicantumkan bagi desa
yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur dari
ADD.

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 53 s/d Hal 55 masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 53 s/d Hal 55
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di
masing-masing Pemerintah Desa.
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FORMAT 3
KUITANSI
Sudah terima dari : Bupati Bangkalan _
Jumlah uang . (Sekian Ratus juta sekian ratus ribu sekian rupiah sekian
sen)
Untuk Pembayaran : Alokasi Dana Desa Tahap (I/1I) (*) ........ Desa ... i
Kesnatan . ..asieinsin N 7= ¢ b o o A
NG DEER, | lit. coniimminvinks 20
| 5o TRRRREI N J S iUt i Penerima,

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ...............

P ) MATERAI TTD

(NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA)

FORMAT 4

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa ....................
Kecamatiin ... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
secara formal dan material terhadap Penggunaan serta Penyusunan Surat
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (I/II) (*) Tahun ...... yang
kami gunakan/salurkan, selanjutnya atas kebenaran laporan tersebut, bukti-
bukti asli realisasi penggunaan dana yang tercantum dalam laporan tersebut
kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kepentingan administrasi
dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nama Desa, ............... (tgl,bl,tahun)
PALA DESA/Pj. KEPALA DESA ................

STEMPEL MATERAI TTD

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA)
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CATATAN :

03
°

o,
°

Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan
selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Sformat kuitansi nada Hal 56 dibuat 4 (emnat) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

4. BPKAD Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Jormat SPTJM pada Hal 56 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 56 masing-masing
dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing
Pemerintah Desa.

Untuk redaksi pada format kuitansi, merupakan redaksi minimal yang harus
dicantumkan. Apabila ada perubahan/penyesuaian nominal pada kuitansi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka redaksi format kuitansi

v T il B8 Ao nred
lalays

pada Hal 5§ denaan kobutuhan administrasi

”""CM'";L‘"" Pt P . -~ 7
UL LD oeiltinure T NYUTL RTT ULl Llariiiiowi Lo,
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FORMAT 5

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk dan

Atas nama . Pemerintah Desa ........

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa

(ADD) Tahap (I/ 1I) (*) Tahun ......... , dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (I/Il) (*) sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas
ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(Diisi Nama Desa), Tanggal, Bulan, Tahun
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ......cccocue..

MATERAI TTD

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA)

CATATAN :

< Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan
selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya

<+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 58 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 58 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.



-59-
6. Format Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Dilakukan Mekanisme Pemotongan

(Intersep) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

N.ILK

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk dan

Atas nama : Pemerintah Desa ............

Menyatakan bahwa, besedia untuk dilakukan mekanisme pemotongan
(intersep) iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, pada bagian penerimaan desa yang
bersumber dari ADD hak masing-masing desa tahun anggaran 2024.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ...... (Nama Desa),

STEMPEL LR
TTD

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

CATATAN :

% Format pada Hal 59 hanya disampaikan pada saat pengajuan penyaluran ADD tahap I

<» Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Jormat pada Hal 59 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 59 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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Format Peraturan Desa tentang APB Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b.

TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wnJind dari ppngelnlaan kenangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun
Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa  tentang
Anggaran Pendapatan dan Beilanja Desa Tahun Anggaran ....
vang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan
landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf h perli menetapkan Peratnran
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....;
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100 ..., dan seterusnya;;

Dengan Kesepakatan Bersama
RADAN PERMIISYAWARATAN NDESA  (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendanatan dan Relanja Desa Tahun Anggaran

dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. v
2. Belanja Desa Rpuiiiiiiiiiiiiiiieenn
Surplus/Defisit Rp i

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp..........................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp..........................
Selisih Pembiayaan (a - b)) Rp.oooi

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peratiiran Nesa ini

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
. APB Desa;
. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya, jika ada.

Qo o

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5
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(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 menggunakgn anggaran jenis helania tidak terduiga

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Desa:

d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

e herskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnva dan
menvebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.



-63-

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengwrlndgngan Peratiiran Nesa ini dalam T.embaran Nesa

....(Nama Desa).

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .....................

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA LENGEKAP KEPALA DESA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR...
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8. Format Lampiran APB Desa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA......

NOMOR..........
TENTANG ANGGAKAN

TAHUN

DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh:

PEMERINTAH DESA ...........
TAHUN ANGGARAN ..........

PENDAPATAN

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
Rp.

SUMBER
DANA

1 2

4

5

alb C al b

PENDAPATAN

PADesa

Transfer

I N RSN AN
RDIN =

Dondanatan Tain lain
L O e

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyclenggaraain Belainja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

111701

Penvediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa

[yeey

Relania Peoawai
Relania Pegawal

—
0 i

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

113101

Pelavanan administrasi umum dan
kenendudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

13elanja Barang dan Jasa

N =

Pelaksanaan Pembangunan Desa

to
—

Damrmdidil-an
LN AT PN e,

N
—_

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka
tan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

o)
oY)

05

N

Beianja Modal

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga




-65-

511 Keadaan Darurat

511 5] 4 |Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN

61 1 [Penerimaan Pembiayaan

6| 2 |Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

(Ditetapkan Di)...... et 20....
KEPALA DESA ...ccccevvviienvnnen

TTD & STEMPEL PEMDES

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;

b. sub bidang; dan
¢. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

- Bagilan pendapatan diisi:
a.pendapatan; dan
b.kelompok pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:
a.Belanja; dan
b.jenis belanja (disesuaikan

dengan jenis kegiatan)

- Bagian Peinbiayaan diisi.
a.Pembiayaan;
b.Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 . diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan {(nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 /Perbup
tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Kolom 4 ¢ diisi denigan jumlah anggaran yaig ditctapkan

Kolom 5 @ diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana vang digunakan dalam kegiatan
(kolom 1.¢) terkait

CATATAN :

<+ Untuk format lampiran Perdes tentang APBDes pada Hal 64 s/d 65 menggunakan Hasil
Keluaran (Print outj dari Aplikasi SiISKEUDES

* Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan secara manual, maka
Hal 60 s/d 65 dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 60 s/d 65 masing-
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-
masing Pemerintah Desa.
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Format Perkades tentang Penjabaran APB Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA...... (Nama Desa),

Menimbang . bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa

Mengingat

Nomor ....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran

10. ........... dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN
ANGGARAN .....
Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran
...... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp.

b. Transfer Rp.oii,
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c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp...................c..
Jumlah Pendapatan Rp.oiii,

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintah Desa Rp.oiiinii,
b.Bidang Pembangunan Rp.oiii
c. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Rp. o,
d. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Rp.ooii

e. Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat, dan

Mendesak Desa Rp.ooii
Jumlah belanja Rpueiiiiiiiiiiene
Surplus/(Defisit) Rp.ii
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp i,
b. Pengeluaran Pembiayaan Rpoiiiiiiiiiiiieeee.
Selisih Pembiayaan {a — b)) Rp.ooovii ..
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal | tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Peniabaran Anggaran Pendapatan Belania Desa
vang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.
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Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa
....... (Nama Desa).

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .....................

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan & Stempel Pemdes

Diundangkan di ... NAMA LENGKAP KEPALA DESA
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

BERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR...
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10. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA ......
NOMOR.......... TAHUN................

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

Contoh
KODE REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN | SUMBER
VOLUME SATUAN DANA
1 2 3 4 ) §) 7
atblclalb|lcid
4 PIENDAPATAN
4|1 PADesa
4711 Tiasil usdila
411 1]...<Obyek Pendapatan>
412 Transfer
4121 Dana Desa
43 Pendapatan lain-lain
4131 Penerimaan dari

tasil Kerjasama
Antar Desa

413 1 ...<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH
PENDAPATAN

5 BELANJA

1 Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

171 Penyelenggaraan
Belania
Penghasilan
Tetap, Tunjangan
dan

Operasional
Pemerintahan
Desa

11101 Penyediaan
Penghasilan
Tetap dan

Tunjangan
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KODE REKENING

URAIAN

KELUARAN/OUTPUT

VOLUME

SATUAN

ANGGARAN

SUMBER
DANA

Kepala Desa

101

a
[

Belanja Pegawai

110115

|
v

Penghasilan
Tetap &
Tunjangan
Kepala Desa

.|<Rincian Obyek

Relania>

3

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan

Kearsipan

Pelayanan
administrasi
umum dan
kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelava
nan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

w

0122

Belanja Barang

AdAarn Tanaca
aan Jasa

3012|212

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian Obyek
Belanja>

)

TIAT il resonmm ooy am

1 vianovdaliclcitd
Pembangunan
Desa

I\

Pendidikan

1105

Pembangunan/R
ehabilitasi/ Peiin
gkatan Sarana
Prasarana
Perpustakaan/Ta
man Bacaan
TN~ Qg e e e
AJ\AD(I/ \)(11156(11

Belajar

[\

1105513

Belanja Modal

110553 | 4

Belanja Modal
Gedung dan

o d

.i<Rincian Obyek

Belanja>

Penanggulangan
Bencana,
Keadaan Darurat
dan Mendesak

Penanggulangan
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KODE REKENING

URAIAN

KELUARAN/OUTPUT

VOLUME SATUAN

ANGGARAN

SUMBER
DANA

Bencana

1100

Penanggulangan
Bencana

10054

Relanja Tak
Terduga

11001514100

Belanja Tak
Terduga

110054100

00

2alnnia T'alr
elanja 1ax

Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS

JAUNTATITCQYVITY
/ALl o

\
)

o

PEMBIAYAAN

o)

Penerimaan
Pembiayaan

SilLPA Tahun
Sebelumnyva

61111

SilLPA Tahun
Sebelumnya

6|2

Pengeluaran
FPembilayvaan

Pembentukan
Dana Cadangan

Pembentukan
Dana Cadangan

ds

SELISIH
PEMBIAYAAN

(Ditetapkan Di ...... peenee e 20.....

KEPALA DESA

.............

......

TTD & STEMPEL PEMDES

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)
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Keterangan Cara Pengisian
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
Kolowt 2 . Kode 1ekening diisi berdasarkan Klasifikasi ekonowi terdicd dast
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
a.Pendapatan; dan
b.kelompok pendapatan.
c.jenis pendapatan
d.obyek pendapatan
Bagian Belanja diisi:
a.Belanja; dan
b.jenis belanja (disesuaikan
dengan jenis kegiatan);
c.obyck belanja: dan
d.rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a.Pembiayaan;
b.Kelompok pembiayaan.
c.jenis pembiayaan
Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018/ Perbup tentang Pengelolaan
Keuangan Desa)

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan
volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

Wnlam . C\nfnnm Huot Anr\n‘t\ﬂ satiian cutnut ’Y\o]/pf virmit e T—Tn\ lrp(nnf AN

AAAAAAAA ~r . b L4 KA ALA t} kAA&L Cy ML LA Ly Andday AL DL\A‘. AL A A
dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek beldnja

Kolom 6 Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam

kegiatan (kolom 1.c) terkait

CATATAN :

% Untuk format lampiran Perkades tentang Penjabaran APBDes pada Hal 69 s/d 71
menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES

*+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 66 s/d 71 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamnatan Setempat
3. DPMD Kabh. Bangkalan

*+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 66 s/d 71 masing-
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-
masing Pemerintah Desa.




-73-

11. Format Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA ....... (Nama Desa)
NOMOR  TAHUN .. .

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....... (Nama Desa),
Menimbang . a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak
sesial dehgah rencana  anggaran vang telah dihﬂfgpkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran ....;

Mengingat B ;

.~

tU. o dan selerusrnya,;



Menetapkan
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN RELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
<ermiila herjumlah Rp - ( o o ) hertnmhah,/bprkl,lrgng
sejumlah Rp....... I P ) sehingga menjadi Rp.......... )
(i, ) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
a. semula Rp.oii,
b. bertambah/(berkurang] RDeeeiieiiiiiiiieeene,
Jumlah pendapatan setelah
perubahan Rp.

2. Belanja Desa

a semula Rp ... ... o
b.bertambah /(berkurang) Rpeiiiiiiiiiiiiiiieene
Jumlah belanja setelah
perubahan Rp.o
Surplus/(Defisit) setelah Rp.....................
perubahan

3. Pembiayaan Desa

a. semula Rp.oiii

b.bertambah/(berkurang) R

Jumlah penerimaan  setelah Rp..........................

perubahan

Pengeluaran Pembiayaan

a. semula Rp.ooi

b hPrfamhgh/(hPrkl Irang) Rp

Selisih Pembiayaan setelah

perubahan (a-b) Rp.oooi ..
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.
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Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sehagai landasan npernsinnal nelaksanaan Perithahan APRDesa

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .......
{(Nama Desa).

Ditetapkan di  ................ ...
pada tanggal ....................

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan & Stempel Pemdes

Diundangkan di ... NAMA LENGKAP KEPALA DESA

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR...
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12. Format Lampiran Peraturan Desa Tentang erubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ..........
NOMCR .......... TAHUN ...

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

Contoh:
SEMULA MENJADI ] ,
KODE REKENING " JRATAN | ANGGARAN (Rp.) | URAIAN | ANGGAFAN (Rp] | BERTAMBAE /(BERKURANG)| SUNBER DANA
1 2 3 4 5 6 7 8

alblc|a b

(Ditetapkan Di ...... s 20.....
KEPALA DESA . ..civcvieevnnnnes

TTD & STEMPEL PEMDES

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)
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Cara pengisian:

Kolom 1 . dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : dengan kode rekening berdasarkan klasitikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahari

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

CATATAN :

% Untuk format lampiran Perdes Tentang Perubahan APBDes diatas menggunakan Fasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES
% Hal 73 s/d 76 dibuat jika pernerintah desa melakukan Perubahan AFBDes.

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka Hal 73 s/d 76 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan
< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka
Hal 73 s/d 76 masing-masing dibuat 1 (saiu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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13. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan APB
Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA ........ (Nama Desa)
NOMOR . . TAHUN ... .

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .......... (Nama Desa),

Menimbang . bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomaor Tahiin tentang Periithahan Anggaran Pendapamﬂ
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran

Mengingat S T ;

10 ... dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN

PERURAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN RELANJA DRESA
............. (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .......

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
semiila bherjumlah Rp . - (. ), hertambah /herkurang
sejumlah Rp....... I R } sehingga menjadi Rp.......... I (OTOPI )

dengan rincian sebagai berikut:
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Pendapatan Desa
1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rp.iiiiiiii,
b. Bertambah/(berkurang) Rpeoeiieiiiiiiineienn,
Jumlah PADesa setelah
perubahan Rp.iii
1.2 Transfer
a. Semula Rp.ii
b. Bertambah /(berkurang) RDueiieiiiiiieiiieenee,
Jumiah pendapatan transfer
setelah Perubahan Rp.ioii
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula Rpoii
b. Bertambah /(berkurang) RDuiiiiiiiiiiieieieiee
Jumlah lain-lain Pendapatan
yang sah setelah Perubahan Rp.........................

Belanja Desa
2 1 Ridang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula Rp.ooi
b.Bertambah /(berkurang) RDeeiiiiiiiiieieiiienen.
Jumlah setelah perubahan Rp.oi
2.2 Bidang Pembangunan
a. Semulia RPerooiiii
b.Bertambah /(berkurang) RD.eeoiiiiiiiiiiieeennnne,
Jumlah setelah perubahan Rp o
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula Rp.oi
b.Bertambah /(berkurang) RDeeoiiiiiiiiieiiienene,
Jumlah setelah perubahan Rp.
2.4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
a. Semula Rno.. . ...
b.Bertambah /(berkurang) RDueoeeiiiiiiiiiiiinne,
Jumlah setelah perubahan Rp.ii

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan
Mendesak Desa

a. Semuia Rpeooii

b. Bertambah /(berkurang) RDeoioiiiieiien
Jumlah setelah perubahan Rpoooi
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp..............ccooooi...
Surplus/(Defisit} setelah perubahan Rp.........................

Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan

A Semula Rp
b. Bertambah /(berkurang) RP:iieiiiiiiiieiine
Jumlah setelah perubahan Rp.ii
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp.ori

v

b. Bertambah /(berkurangj RPueeieeeeiiiiniiiinne.
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Jumilah setelah perubahan Rp. i
Selisih Pembiayaan setelah
perubahan RP. i

Pasal 2
Uraian lebih lanint Peniabaran Peruhahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa...
...... (Nama Desa).

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .....................

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA LENGKAP KEPALA DESA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

BERITA DESA ........ (Nama Desa) TAHUN ...... NOMOR .....
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14. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Peniabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR ..........

TAHUN ........

TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA

oooooooooooo

SEMULA MENJADI
- . . |BERTAMBAH/ | SUMBER
KODE REKENING ‘ ; 1 ,
URAIAN [KELUARAN/OUTPUT ANG((}%A)RAN URAIAN | KELUARAN/OUTPUT xNG(gA)RAN (BERKURANG) | DANA
VOLUME | SATUAN P VOLUME| SATUAN P
1 2 3 3 5 6
al/bjclalbjc|d
(Ditetapkan Di ...... J 20.....

-------

TTD & STEMPEL PEMDES

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)
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Cara pengisian.

Kolom 1 dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraan, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 ; diisi dengan sumber dana

CATATAN :

% Untuk format lampiran Perkades tentang Penjabaran Perubahan APBDes diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES
% Hal 78 s/d 81 dibuat jika pemerintah desa melakukan perubahan AFBDes.

B

» Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan secara manual, maka Hal 78 s/d 81 dibuat 3 (tiga) rangicap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemeritah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka
Hal 78 s/d 81 masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpaen dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.




15.

Format DPA

15.a. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran
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RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN*

TAHUN ANGGARAN

DESA
KABUPATEN
PROVINSI
r ANGGARAN RENCANA PENARIKAN ANGGARAN Rpp o 1,
KODE REKENING URAIAN Jl;;n;h Sumber| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |[Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop @ Des ‘JUE\QL;\H
T 2 3 3 5 B — P
alb] clalbjc] d B o
1 Penyelenggaraan -
Pemerintahan Diesa
11 Penyelenggaraan o
Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan
dan Operasional
B Pemerintahan Desa
11 01 Penyediaan B
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
; Kepala Desa
110151, ‘Belanja Pegawa: o o
11 01:5:1!1 Penghasilan -
~, | Tetap &
Turjangan
\ , Kepala Desa
1 10151 1] <Rincian Obyek - N B -
RS | Belanja> o | |
1.3 Administrasi ' o T -
| ‘Kependudukan, |
. _Pencatatan Sipil, | }



KODE REKENING

URAIAN

~ ANGGARAN |
Jumiah ¢

(Rp).

Sumber
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Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

__ RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)

Jul

Nop

JUMLAH
(Rp)

I

i

Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan
administrasi umum
dan kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelayana
n KTP, Kartu
Keluarga, dll)

01

Belanja Barang dan
Jasa

Ol

Belanja Jasa
Hor.orarium

<Rincian Obyek
Belanja>

Pele ksanaan
Pembangunan
Desa

Pendidikan

—

05

Pembangunan/Reh
|abilitasi/
Peningkatan Sarana
Prasarana
‘Perpustakaan/Tam
an Bacaan
Desa/Sanggar

05

‘Belanja Modal

05

‘Belanja Modal
Gedung dan
Bargunan

<Rincian Obyék
Belanja>

|
i
)

__Penanggulangan |




KODE REKENING

URAIAN

_ANGGARAN — 1

Jumlah |

(Rp)

B e B

Sumber Apr | Mei

NCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)

Jun |

| | JUMLAH

Agt _ (Rp)

Jul Sep | Okt Des

T
!

Bencana, Keadzan

Nop

Darurat dan
i Mendesak )
511 Penanggulangan
Bencana
5 1,005 4 Penanggulangan
Bencana
510054 Belanja Tak Terduga
5110054100 Belanja Tak Terduga N
5{1,00|5 4 00|00 Belanja Tak Terduga
dst !

Diverifikasi oleh:

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS; DESA

Cara pengisian:

Kolom 1, 2, 3,4 dan 5

Kolom 6

Kolom 7

Disetujui oleh:
KEPALA DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan & Stempel

NAMA KEPALA DESA

masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

diisi

rencana penarikan anggaran

........................ PRI R I

KAUR/KASI ...ccocivviinnianns,
tanda tangan

NAMA KASI/KAUR

diisi sebagaimana vang tercartum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh

untuk pelaksenaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi

Pelaksana Kegiatart Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/bulan dalam
baris jenis, objek, can rincian 2bjek belan:a
diisi rericana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan
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CATATAN :
< Untuk format lampiran Rencana Kegiatar: dan Anggarun diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES

< Dalam hal penyjampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan secara manual, maka Hal 83 s/d 85 dibuat 3 (tiga) rangicap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan
% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan meazlalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka
Hal 83 s/d 85 rmasing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.




15.b. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa
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RENCANA KERJA KEGIATAN DESA*

TAHUN @ ................
| D ¥ - PO
G DL O\ U\ D\
| AN =T Ul g N 1\ PP
PR OV N S i e i e e et e e
: N — T
Bidan;z/Sub Bidang/Kegiatan Sasaran Waktu Pelaksanaan Pelaksa v :;0
[ 4 ES T
na  melaksa |
. Biaya ! Kegiatan
No . £ .. LokasiVolume Satuar - . . . . I nakan
Bidang B?(;;?lg Kegiatan ' (Rp) |Jumdah laki-lakijPerempuan; A-RTM | Durasi| Mulai ' Selesai Anggara kegiata
n
n
1 2 3 4 5 € 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
!
Penvelenggaraan |
1 'Pemerintahan
] Desa ‘”4’
Juralah Per Bidang 1 -
2 Pembangunan
_Desa o ]
Jumlah Per Bidang 2 I o
3 Pembinaan
Kemasyarakatan B i B
Jumlah Per Bidang 3 B _ 4
4 Pemberdayaan !
| Masyarakat | ] IS S SR AN N ] R
Jumlah Per Bidang4 — . I o



Waktu Pelaksanaan

Tim

Bidanz/Sub Bidang/Kegiatan Sa saran Pelaksa cane
e ] - S ‘
| na melaksa |
. Biaya : Kegiatan
. Sub L LokasiVolume N . . . ! . nakan |
Bidang Bidang Kegiatan (Rp) laki-laki|Perempuan| A-RTM | Durasi Anggara kegiata
n n
Bidang - $ .
Penanggulangan
Bencana,

Keadaan Darurat,

dan Mendesak
Desa

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA KEPALA DESA

Keterangan:

* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

CATATAN :

<+ Untuk format lampiran Rencana Kerja Kegiatan Lesa diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES
< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka Fal 87 s/d 88 dibuat 3 (tiga] rangkap, diperuntukkan bagi:

*

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan
<+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, mmaka

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
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15.  Format DPA
15.c. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA....... KECAMATAN..................

Bidang R
Sub Ridang
Kegiatan s
Waktu Pelaksanaan : ............coooeviiiiiiiin..

Rincian Pendanaan

— ]

|
NG URAIAN VOLUME LIARGA SATUAN | JUMLAH |
' (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.)
| [
! | |
................... JTanggal........ ..oy
Disejutui
KEPALA DESA ... (Nama Desal), KASI/ KAUR ..couuevnenannns

tanda tangan tanda tangan

NAMA KEPALA DESA NAMA KASI/KAUR

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB
Desa
Keglatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa
K()l()m 1 . diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan

Kolom 3 :  diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

Kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayvar
orang/barang

Kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

CATATAN :

< Untuk format lampiran RAB diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi
SISKEUDES

<+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 89 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecammatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 89 dibuat 1 {satu}
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.




16. Format DPPA
16.a. Rencana Kegiaan dan Anggaran Pe-ubahan
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RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN

LD - N PR
L DT N 1Y N O P
LN 10 = N0 S O
| SO AV E\ N 1
Contoh:
SEMULA MENJADI . i o o
KODE REKENING URAIAN , T i
Jumlab g Jumlah s . ) | E (Rp)
7 (Rp) umber (Rp) umber| jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt ' Nop | Des
1 2 3 4 5 6 7 8 B 9
aio c albjc o
1 Penyelenggaraan
b Pemerintahan Desa ~ ) B )
1 Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan
Operasional
Pemerintahan Desa :
1 01 ‘Penvediaan ' !
'Pengnasilan Tetap | |
dan Tunjangan ‘
Kepala Desa L - i o
1 01 51 Belanja Pegawai ? ; ‘
11 01 5 1 1 Pengaasilan Tetap& . ) ) ) o
b Tunjangan Kepala i




URAIAN
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 MENJADI

ANGGARAN ~

"ANGGARAN

Jumlal:
(Rp)

Sumber

Jumlah
(Rp)

Sumber

. <Rincian Obyek

Belanja>

Jan

Feb

r

Mar

RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)

Apr

Mei

Jun | Jul

Agt | Sep

Okt

IJUMLAH
(Rp)

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan
administrasi

umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga,
dil

01

Belanja Barang dan
Jasa

01

Belanja Jasa
Honcrarium

<Rincian Obyekﬂ-
Belanja>

Pelaksanaan
Pembangunan Desa

|

Pendidikan

litasi/ Peningkatan
Sarana Prasarane

‘Perpustakaan/

Tamean Bacaan

05

Belanja Modal

05

w lw |

Belanja Modal (re|i1;£1g

dan Bangunan

05 .

w

.i<Rincian Obyek

Penanggulangan

Belanja>
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SEMULA | MENJADI | s TN AT AN A et AT AN (T ‘ L
KODE REKENING URAIAN , ! f T ! o 1
Jumlah: Jumlah

~ ~ i l R
| (Rp) |Sumber (Rp) Sumber jan | Feb | Mar | Apr Mei : Jun Jul 'Agt Sep | Okt Nop | Des )

| Bencana, Keadaan T T
Darurat dan

Mendesak R R D _ — _
1 Penanggulangan j

Bencana —
110015 4 Penanggulangan

Bencana _

S

11005 Belanja Tak Terduga

o

1100154100 Belanja Tak Terduga ] I -

100 5|4 00/00Belanja Tak Terduga o |

Diverifikasi oleh:

........................ D R A R I A

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), KAUR/KASIT ...ccovreriannnnnny
Disetujui oleh:
tanda tangan tanda tangan
KEPALA DESA ... (Nama Desa),
NAMA SEKRETARIS DESA NAMA KAUR/KASI

tandea tangan & Stempel

NAMA KEPALA DESA
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CATATAN :
% Untuk format lampiran Rencana Kegiatar: dan Anggarcn Perubahan diatas mengg¢unakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES

% Hal 90 s/d 92 cdlibuat jika pemerintah desa melakukan perubahan DFPA.

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka Hal 9C s/d 92 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemeritah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan
< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka

Hal 90 s/d 92 dlibuat 1 (satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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17. Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak
17.a.Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk
Penyaluran ADD Tahap I (Satu)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
N.ILK
Jabatan
Alamat

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa (PKPKD) ................ (diisi nama desa) telah melakukan pelunasan kewajiban
sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan penyetoran pajak sebagaimana
tercantum pada daftar pelunasan pajak terlampir) dalam penggunaan Alokasi Dana
Desa (ADD) Tahap II (Dua) Tahun Anggaran ..... (diisi Tahun Anggaran
sebelumnya).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran

Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran ...... (diisi tahun anggaran
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

@) MATERAI

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA
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17.b. Lampiran Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk
Penyaluran ADD Tahap I (Satu)

DAFTAR PELUNASAN PAJAK PEMBELIAN/BELANJA

NDESA . ... KECAMATAN ..... . ... .
SUMBER DANA ADD TAHUN ANGGARAN ........ (Diisi Tahun Anggaran
Sebelumnya)

- JUMLAH PAJAK/
JENIS BELANJA JENIS PEMOTONCAN
URAIAN ' )
NO | TANGGAL DIK?‘NNAC;’( AN PAJAK/ YANG
KEGIATAN A PEMOTONGAN | DISETORKAN
PAJAK
(Rp)
1 > 3 P 5 6
JUMLAH
(nama desa)...., tgl...bln....thn....

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA .......
tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

Cara pe nglsum

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak.

Kolom 3 : diisi dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak

Kolom 4 : diisi dengan uraian jenis belanja yang dikenakan pajak

Kolom 5 diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22, PPh

23, Pajak Daerah, dl)

7 Aty enn LR . Assans Aoy rvimalals sv-wnw.r»l 1 vy ¥ o ey A w1z,
2L . Ciranoa L rigadtd JI.AI.AJLE_«LAL Nnominag: p&j&x{/ pCLLLO(0115q11 ‘y‘cu:b Qiscliorkan.

CATATAN :

< Hal 94 & 95 dibuat jika ada pembelian/belanja dari kegiatan dengan sumber dana ADD
yang dikenakan kewajiban membayar Pajak.

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 94 & 95 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

e NvTovmen broe? v\n"-unmnnvn” wcssrrnsrst s  svorwrwiew Tuswore Pre ]
~awaam nal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi

penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 94 & 95 dibuat 1
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah
Desa.
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17.c. Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk
Penyaluran ADD Tahap II (Dua)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama
N.I.LK
Jabatan
Alamat

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa (FRPED) .........cco000 (diiei nama desa) telah melakukan pelunasan kewajiban
sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan penyetoran pajak sebagaimana
tercantum pada daftar pelunasan pajak terlampir), dalam penggunaan Alokasi Dana
Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran ....(diisi tahun anggaran berkenaan).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran

Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (dua) Tahun Anggaran .... (diisi tahun anggaran
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (Nama Desa),

@) MATERAL | oo

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA
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17.d. Lampiran Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk
Penyaluran ADD Tahap II (Dua)

DAFTAR PELUNASAN PAJAK PEMBELIAN/BELANJA

DESA L . KECAMATAN .
SUMBER DANA ADD TAHAP I (SATU)
TAHUN ANGGARAN ........ (Diisi Tahun Anggaran Berjalan)
e JUMLAH PAJAK/
JENIS BELANJA| - ypnig PEMOTONGAN
NO [ TANGGAL LfI?AIf\N DIKE‘?SS( AN PAJAK/ YANG
KEGIATAN , PEMOTONGAN | DISETORKAN
PAJAK
(Rp)
1 2 3 4 5 6
JUMLAH .
(nama desa)...., tgl...bln....thn....
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA .......

tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak.

Kolom 3 diisi dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak

Kolom 4 diisi dengan uraian jenis belanja yang dikenakan pajak

Kolom 5 diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22, PPh
23, Pajak Daerah, dii)

T/OIGM Aiveni Aanvvexnm 111l YA Oy ~ials s atariaanm yromer Aieotoarlsoie

i 1 N W LALawra \,L\/JJbLAALJ CAL1A4C 41 L2111 1€A }J(.&J(Al\./ H\/LLAU\.ULAS(A,LA yull LALLM LA/L ISR L

CATATAN :

* Hal 96 & 97 dibuat jika ada pembelian/belanja dari kegiatan dengan sumber dana ADD
yang dikenakan kewajibhan Pojok.
% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 96 & 97 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan
“ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 96 & 97 dibuat 1
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah
Desa.
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18. Format Foto Awal/ Perkembangan/ Finalisasi Kegiatan Pembangunan Fisik
Infrastruktur Desa Yang Akan/ Telah Didanai Oleh Alokasi Dana Desa (ADD)

FOTO AWAL/FOTO PERKEMBANGAN/FOTO FINALISASI (*)
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN

KECAMATAN ........... ceecseerreroee veeres
TAHUN ANGGARAN ..............

 FOTO AWAL KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR
SEBESAR 0% (NOL PERSEN)

DIISI FOTO AWAL KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA, BERUPA

rOTO TITIK AWAL/LOKAST AWAL KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK

INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP DENGAN TITIK KOORDINAT DAN
SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR YANG SAMA

 FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR

ISETERECSAD SNOo/L)
‘u““‘-‘ A d IU’

A AL

- DIISI FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA,
: BERUPA FOTO PERKEMBANGAN /PROGRES/KEBERLANJUTAN ;
- KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP
DENGAN TITIK KOORDINAT DAN SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR
YANG SAMA
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FOTO FINALISASI KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR
(SEBESAR 100%)

DIISI FOTO FINALISASI KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA,
BERUPA FOTO FINALISASI/FOTO KESELURUHAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP DENGAN
TITIK KOORDINAT DAN SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR YANG
SAMA

CATATAN :

*,
L

Tanda bintang (*) ditulis sesuai kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa yang
akan dilaksanakan/telah dilaksanakan/telah difinalisasi (selesai sepenuhnya).

Foto Kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa pada Hal 98 & Hal 99, wajib diberi
keterangan nama kegiatannya (nama kegiatan disesuaikan dengan penganggaran di
APBDes}

Foto pada Hal 98 & Hal 99 dibuat/dicantumkan sebanyak jumlah kegiatan fisik

infrastruktur pembangunan di Desa yang dianggarkan dari sumber dana ADD pada
Tahun Anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 98 & Hal 99 dibuat 4 (empat) rangkap diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

4. BPKAD Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 98 & 99 dibuat 1
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah
Desn
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19. Format Surat Pernyataan Bahwa Pengambilan Gambar/Foto Kegiatan
Fisik Infrastruktur Desa Dilakukan Pada Satu Titik Yang Sama (Jika
Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Tersebut Telah Selesai dilaksanakan
Menggunakan ADD Tahap 2 (Dua) TA. 2023)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama o A PO . 8 ol S e S e
N.I.LK B R ok e SE bk r et A R sinis Wi
9 [21 0 72172 1 o O
EIIEERIIRE - T “5adownn vis aed e s s e s a9 T B Sk VR R

Menyatakan bahwa, foto finalisasi untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD tahap II (dua) tahun anggaran
2023 sebagaimana ditampilkan, adalah merupakan hasil foto/hasil pengambilan
gambar di satu titik lokasi yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran .... (diisi tahun anggaran
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (Nama Desa),

@) MATERAI D

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

CATATAN :

“* Hal 100 dibuat jika ada penganggaran untuk kegiatan fisik infrastruktur Desa melalui
ADD Tahap 2 (Dua) TA. 2023. Kemudian kegiatan fisik infrastruktur Desa tersebut telah
direalisasikan/selesai dikerjakan/selesai dilaksanakan.

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka
Hal 100 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 100 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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20. Format Surat Pernyataan Bahwa Pengambilan Gambar/Foto
Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Dilakukan Pada Satu Titik Yang
Sama (Jika Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Tersebut Telah Selesai
dilaksanakan Menggunakan ADD Tahap 1 (Satu) TA. 2024)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama T L T S S e R I
N.I.LK B 3 et L e R S e RS A M
I F=1 0 721 721 o RPN
BREEERYGIE - 1 cidviosiasa wnnoms s swe sisle ssah oras oia/e vl siose S1900 8

Menyatakan bahwa, foto finalisasi untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD tahap I
(satu) tahun anggaran 2024 sebagaimana ditampilkan, adalah
merupakan hasil foto/hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang
sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (satu) Tahun Anggaran ....
(diisi tahun anggaran berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana

mestinya.
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (Nama Desa),
@) MATERAI TTD
NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA
CATATAN :

* Hal 101 dibuat jika ada penganggaran untuk kegiatan fisik infrastruktur Desa melalui

ADD Tahap 1 (Satuj TA. 2024. Kemudian kegiatan fisik infrastruikiur Desa tersebut teian

direalisasikan/selesai dikerjakan/selesai dilaksanakan.

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka

Hal 101 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 101 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.

.,
0.0
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21. Format Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)

TAHUN ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN KAS DESA

LI D O EPPS
G D O\ U N\ OO
QRN 10 N 0\ PP EPRN
| SO AV 101 ]
Contoh: -
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGEL JARAN (Rp.) JUMLAH
(Rp) Jan I Feb ] Mar l Apr l Mei ] Jun ] Jul [ Agt l SepTi Okt ] Nop | Des (Rp} |
1 2 3 4 ) 6
a|bjcla|b]c
4 PENDAPATAN
4 11 PADesa
4 |1 |1 Hasi. usaha ]
4 11| 1]...|<Obvek Pendapatan> o
412 Transfer
44121 Dana Desa T
413 Pencapatan lain-lain :
4131 Penerimaan dari Hasil
Kerjasama Desa
dengan Pihak Ketiga
4131 . |<Obyek Pendapatan> T
dst... :
JUMLAH PENDAPATAN |
5 BELANJA :
1 Penyelenggaraan |
L1 Pemerintahan Desa L ]
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KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

PENERIMAAN,/ PENGEL JARAN (Rp.)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt l Nop

Des

(Rp) |

Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetan, Tunjangar.
dan Operasional

Pemerintahan
Dese.

01

Penyediaan
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
Kepeala Desa

01

Belanja Pegawai

01

Ui

Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala
Dese.

01

. |<Rincian Obyek

Belanja>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

01

Pelavanan
administrasi umum
dan kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelavanan

KTP, Kartu
Keluarga, dli)

01

Belanja Barang dan
Jasa

01

n

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian Obyek
Belaanja>

Pelaksanaan
Pemoangunan Desa
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KODE REKENING URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGEL JARAN (Rp.) . JUMLAH
(Rp) Jan Feb | Mar | Apr Mei | Jun Jul Agt Sep Okt { Nop |_Des (Rp) |
211 Pendidikan
211105 Pembangunan/Rehabili
tasi/Peningkatan
Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman
Bacsan Desa/Sanggar
Belajar
211705 3 Belanja Modal
211105 314 Belanja Modal Gedung
dan 3angunan
11705 3141 |<Rincian Obyek
Belanja>
5 Penanggulangan
Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak
Si1 Penanggulangan
Bencana
511100 4 Penanggulangan
Bencana _
511100 4 Belanja Tak Terduga
51100 4 |00 Belanja Tak Terduga
511100 4 100,00

Belanja Tak Terdu.ga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEM 3IAYAAN
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KODE REKENING URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGEL JARAN (Rp.) JUMLAH
(Rp) Jan | Feb | Mar | Apr Mei | Jun | Jul Agt Sep | Okt l Nop | Des (Rp) |
6|1 Penerimaan
Pembiayaan
6111 SiLPA Tahun
Sebelumnya N
611 SiLPA Tahun
Sebelumnva
6|2 Pengeluaran
Pembiavaan
61211 Pembentukan Dana
Cadeangan
622 Pembentukan Dana
Cadengan |
dst

SELISIH PEMBIAYAAN

Jumliah Total
Penerimaan

Jumlah Total
Pengeluaran

Selisih Penerimaan dan

Diverifikasi oleh:

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

taada tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

Disetujui cleh:

KKEPALA DESA ... (Nama Desa),

tenda tangan & Stempel Pemdes

NAMA KEPALA DESA

........................ PR R R

KAUR KEUANGAN ...... cassene cooe

tanda tangan

NAMA KAUR KEUANGAN

LR
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Cara pengisian:

Kolom 1, 2, 3, 4 . diisi sesuai dengan Pen abaran APB Desa

Kolom 5 . diisi dengan:
Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi
resmi maupun estimasi waktu

- Belanja d.isi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana

Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan
operasional aparatur Desa

- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Kolom 6 . diisi jumlah penerimaarn dan pengeluaran masing-masing item

CATATAN :
% Untuk format lampiran Rencana Anggaran Kas diatas menggunakar: Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES

o

» Hal 102 s/d 1051 dibuat oleh Pemerintah Desa, merupakan dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yong digunakan

mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
Kepala Desa
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22.a. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

DESA ... KECAMATAN ...

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

.....................................

.....................................

.....................................

No | URAIAN PAGU PENCAIRAN|PERMINTAAN | JUMLAH SISA
ANGGARAN SN YG | SEKARANG SAMPAI DANA
LALU SAAT INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 S &) 7
JUMLAH
Telah dilakukan verifikasi .l ) eeianaans 20......
Sekretaris Desa ... [Nama Desal). Kaur/ Kasi .cccceeeviiinneniinnnnnnnen.

tanda tangan

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

Disetujui untuk dibayarkan
Kepala Desa ...

tanda tangan & Stempel

NAMA KEPALA DESA

Cara pengisian:

(Nama Desa),

NAMA KAUR/ KASI

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan

tanda tangan

NAMA KAUR KEUANGAN

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa

3. we gldld[l Adlislt UCllgd!l llUIIlCLIKldlUI K()(,l(, J(“K("Illllg sesuai ArB Desa.

4. Kolom 1 : dengan nomor urut

5. Kolom 2 :  diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan

7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar
sebelumnya

8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar

9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini

10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran
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CATATAN :

o
P

<

Untuk format lampiran SPP diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi
SISKEUDES

Suidi Feriidiiiadain Fembdgaidii {SPP) pada Hal 107 dibuat oleh Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan, diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sesuai
dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dengan nominal sama besar atau
kurang dari yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA}, yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh Kepala Desa menjadi
dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa
(RKDes)
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22 .b.Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA ... KECAMATAN ...

Bidang e

Sub Bidang N

Kegiatan e

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

|

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir,
untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan
sebenarnya.

tanda tangan

NAMA KAUR/KASI

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.

4. Kolom 1 : dengan nomor urut

5.  Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
6. Kolom 3 :  diisi dengan uraian keperluan belanja

7. Kolom 4@ diisi dengan jumlah belanja

8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

CATATAN :

% Untuk format lampiran Surat pernyataan tanggung jawab belanja diatas
menggunakan hasil keluaran (print out) dari Aplikasi SISKEUDES

“ Surati pernyataan tanggung jawab beianja pada iHai 109 dibuai oieh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang bersifat definitif dan menjadi

salah satu persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Kepala desa.
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23. Format Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
DANA SURPLUS/ PENERIMAAN | PENGELUARAN
Nana | YANG PENDAPATAN BELANJA DEFISIT PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN SILPA PROS
NO' bEsa SD;E;’;‘& ANGGA | REALIS ANGGA | REALIS | ANGGA | REALI | ANGGA 512//: ANGGA f{gﬁ ANGG S‘;ﬁ gg&)
" RAN ASI RAN ASI RAN | SASI | RAN o RAN o | ARAN | “&

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

dst |
TOTAL

......

..... J tter s e s ee s s ses st es s s oo e

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (NAMA DESA),

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DSA

tanda tangan & Stempel
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Cara pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan nama desa yang bersangkutan

Kolom 3 : diisi Total Dana yang ditransfer Ke Rekening Pemerintah Desa (ADD, DD, DBHP, DBHR, termasuk apabila ada dana
bantuan lainnya dari Peraerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi)

Kolom 4 : diisi jumlah total anggaran pendapatan

Kolom 5 : diisi jumlah total realisasi pendapatan

Kolom 6 : diisi jumlah semua anggaran belanja

Kolom 7 . diisi jumlah semua realisasi belanja ditambah SILPA tahun sebelumnya

Kolom 8 : diisi dengan rumus kolom 4 dikurangi kolom 6

Kolom 9 . diisi dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 7

Kolom10 : diisi jumlah penerimaan pembiayaan (contoh: SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa
vang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan )

Kolom11 : diisi jumlah realisasi pembiayaan (contoh: penggunaan SILPA Tahun lalu, dli)

Kolom12 : diisi jumlah pengeluaran pembiayaan contoh: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMDes)

Kolom13 : diisi jumlah realisasi per.geluaran pembiayaan (contoh: penyvertaan modal kepada BUMDes, penyertaan riodal pihak
ketiga,dll)

Kolom14 : diisi dengan rumus (kolomr. 4 - kolom €) + (kolom 10 - kolom 12)

Kolom15 : diisi dengan rumus (kolom. 5 - kolom 7) + (kolom 11 - kolom 13)

Kolom16 : diisi dengan rumus (kolomr 5 dibagi kolom 4 dikali 100%);
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Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban
KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...... (Nama Desa)

Menimbang

Menoinoat
O >

TAHUN ANGGARAN .............

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA...... (Nama Desa),

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wijiid dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ........... termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ..... vang disusun sesuai dengan kebutuhan
penvelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Desa  tentang  Laporan
Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ....;

...................................................................................

B T T T R I R

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... (Nama Desa)

Dan
KEPALA DESA .... (Nama Desa)



Menctapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA ... TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN PRENDAPATAN DAN  RELAN.JA

DESA ... TAHUN ANGGARAN 20........

Pasal 1

PELAKSANAAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

.. dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa
Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa

b. Bidang Pembangunan

C. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan
Masvarakat

e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja
Surpl URI/ Nefisit
Pembiavaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeiuaran Pembiayaan
Selisth Pembiayaan (a—b)

Pasal 2

liraian lehih lanint mengeﬂai hagail pe]aksanaaﬂ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal
1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri
dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;

2. Lampiran 11

Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01

Januari-31 Desember Tahun
Anggaran....
3. Lampiran 111 : Daftar program sektoral, program

daerah dan program

masuk ke Desa.

Pasal 3

lainnya vang

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.



-114-

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
nengundangan Peratiiran Desa ini dalam lLembaran Desa

dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di ..............cooi
pada tanggal, ...
KEPALADESA ...............ccooie. ,
TANDA TANGAN DAN STEMPEL PEMDES

(NAMA KEPALA DESA)

Diundangkan di ......
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA ............
Tanda tangan

(NAMA SEKRETARIS DESA)

LEMBARAN DESA .................. TAHUN ........ NOMOR ............
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LAMPIRAN I
PERATURAN DESA

NOMOR ......... TAHUN

TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ...................
Kecamatan ................
Kabupaten .................
Tahun Anggaran 20....

Daftar Isi

I.  Laporan Realisasi APBDes
II.  Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan
Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi
Anggaran
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
2. Pendapatan Asli Desa
3. Dana Desa
4. Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
5. Alokasi Dana Desa
6. Bantuan Keuangan Propinsi
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
8. Pendapatan Lain lain
9. Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
dan Mendesak Desa
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang
(Fungsi
# Pembiayaan
# Aset Desa
# Penyertaan Modal Desa
# o
Lampiran

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
Lampiran 2 - ...

halaman
X
X
X

"

A R R R A T

X %

b

XXM M

b
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Catatan Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Desa ....... , Kecamatan ..... , Kabupaten

Informasi Umum

Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan ... , Kabupate
dengan Keputusan Bupati No. ......................... Tanggal .....................
kepengurusan Pemerintahan Desa ABC

1.  Kepala Desa T XXXXX

2. Sekretaris Desa SYYYYY

3. Bendahara Desa 2L 7
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di .........................o.e. , Desa ....
.......... ., Kabupaten ..............

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

..... , Kecamatan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan
dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas
dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif

Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20xx

Mutasi Potongan Pajak

Saldo Awal Periode Potongan Pajak
vg belum disetor ke Kas Negara
Penerimaan Potongan Pajak

tahun anggaran berjalan

Setoran Pajak ke Kas Negara selama
tahun anggaran berjalan

Saldo Akhir Periode Potongan Pajak
vg belum disetor ke Kas Negara

Saldo Kas per 31 Desember
20x1

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri
dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri
dari:

a. Hasil Usaha

. Hasil Asel

Swadaya, partisipasi, dan
Gotong Royong

d. Lain-lain PADes yang sah

XXX
XXX
XXX
XXX
AYAYAY4
PA VA VAN
XXX
.. [Lebih)/
Anggaran Realisasi ' '
kurang
XXX XXX XXX . XXX XXX
KX X . XXX XXX XXX XXX
XXX, XXX XXX . XXX XXX

rrrrrrrrrrrr

Rle o idhaiard
P Us Wy Ws BE W2 N

Riaiaid
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Dana Desa

TN e om o TN i e i g e Vi i e e W e em e e D T T T s ATDTONE T...--1.1_
Lallcdl LOdaA 11l U pansall }JCIICl 1Hlldail uTsSAa ydllé u pCl QICI11 dall ArvIN, vuitilail
penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:
. . (Lebih)/
Anggaran Realisasi

88 kurang
Tahap 1 XXX XXX XXX . XXX XXX
Tahap 2 XXX. XXX XXX. XXX XXX
Tahap 3 XXX, XXX XXX, XXX XXX

XXX . XXX XXX . XXX XXX

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi
Daerah adalah sebagai

Anggaran Realisasi (Lebih}/

kurang
Tahap 1 XXX.XXX XXX. XXX XXX
Tahap 2 XXX XXX XXX XXX X%
....................................... XXK XXX XXX KKK XXX

XXX . XXX XXX XXX XXX

Alokasi Dana Desa (ADD

Penerimaan Desa vang Alok 2 ADD » sebagal
beikut:
. . (Lebih
Anggaran Realisasi ( )/
kurang
Tahap 1 XXX. XXX XXX. XXX XXX
Tahap 2 XXX, XXX XXX, XXX XXX
........................................ XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX . XXX XXX, XXX XXX
Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ........... adalah
sebagai beikut:
Anggaran Realisasi (Lebih}/
&8 kurang
........................................ XXX XXX XXX XXX XXX
........................................ XXX . XXX XXX . XXX XXX

»
4
4
¥

PO O A DL AN casaca

0.4 o ¢ VWV VY
AN




~

-118-

Bantuan Keuangan
Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
........... adalah sebagai

. Realisasi (Lebih)/
aran Reansasl '
Anggara kurang
........................................ XXX. XXX XXX . XXX XXX
........................................ XXX, XXX XXX . XXX XXX
56:0.95.0.0:4 NN NN XXX
Pendapatan Lain-lain
Pendapatlan iai-iain terdir dari:
. . (Lebih
Anggaran Realisasi ( )/
kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama
enerimaan d asil kerja ‘ <. —
antar Desa
Penerimaan dari hasil kerjasama ]
: ) XXX . XXX XXX . XXX XXX
Desa dengan pihak ketiga
Penerimaan dari bantuan
perusahaan vang berlokasi di XXX XXX XXX XXX XXX
Desa
Hibah dan sumbangan dari .
: . XXX XXX XXX . XXX XXX
pihak ketiga
Koreksi kesalahan belanja
tahun-tahun anggaran
sebelumnya vang XXX . XXX XXX. XXX XXX
mengakibatkan penerimaan di
kas Desa
Bunga bank XXX. XXX XXX. XXX XXX
Lain-lain pendapatan yang sah XXX. XXX XXX . XXX XXX
Belanja - Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Belanja untuk Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa terdiri dari:
. . (Lebih
Anggaran Realisasi ( )/
kurang
Belanja Pegawai XXX . XXX XXX, XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX.XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal XXX . XXX XXX.XXX XXX

XXX . XXX XXX XXX XXX




10.

1.

12.

13.
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Belanja - Bidang Pembangunan
Desa

Belanja untuk Bidang
Pembangunan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja - Bidang Pembinaan
Kemasyaratan Desa

Belanja untuk Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan
Desa terdiri dari:

Belanja - Bidang Pemberdayaan
Masvarakat Desa

Belanja untuk Bidang
Perberdayaan Masyarakat Desa
terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja - Bidang Penangulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 20..., Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan

bencana dan keadaan
darurat sebagai berikut

. S ealisasi {Lebih}/
Anggaran Realisasl
&8 kurang
XXX. XXX XXX XXX XXX
D0 0.0 0.0.4 NN NMY NN
. . (Lebih
Anggaran Realisasi ( )/
kurang
b0 5:45:9.:4 XXX XXX
XXX. XXX XXX. XXX XXX
XXX. XXX XXX XXX XXX
. . (Lebih
Anggaran Realisasi ( )/
kurang
XXX, XXX XXX, XXX XXX
XXX, XXX XXX XXX XXX

. . (Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
XXX. XXX XXX. XXX XXX

XXX XXX

XXX




14.
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Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi
ekonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Perangkat Desa
Jaminan Kesehatan Kepala
Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan BPD

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang
Perlengkapan Kantor

Belanja Operasional
Aparatur Desa

Belanja Jasa Sewa

Belanja Operasional
Perkantoran

Belanja Pemeliharaan

Belanja Barang dan Jasa yang
Diserahkan kepada Masyarakat

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan
Tanah

Relania Modal Peralatan,
Mesin, dan Alat Berat

Belanja Modal Kendaraan

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal
Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase
Belanja Modal
Jaringan/Instalasi

Belanja Modal lainnya

.. (Lebih)/
An ggararn Realisasi P .

) Kulditg
AXX XXX XX XXX XXX
XXX . XXX XXX. XXX XXX
XXX . XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX -
XXX XXX XXX . XXX XXX
KRXKXKX KRR XXX P00
AAX XXX KEX XXX ARX
XXX XXX XXX . XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX. XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XX XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX XXX XXX . XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX
XXX XXX XXX . XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX XXX XXX . XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX




15.

-121-

Belanja Desa dalam klasifikasi
Sub Bidang (Fungsi)

Ridang Penyelenggaraan
pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
Sub Bidang Sarana dan
Prasarana Pemerintahan
Desa
Sub Bidang Administrasi

Kependudukan. Pencatatan Sipil.

Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan

Suh Ridang Pertanahan

Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Feudidikan
Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Sub Bidang Kawasan
Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan
Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan,
Komunikasi, dan
Informatika

Sub Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral

Sub Bidang Pariwisata

Bidang Pembinaan
Kemasyaratan Desa
Sub Bidang Ketenteraman.
Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat
Sub Bidang Kebudayaan
dan Keagamaan
Sub Bidang Kepemudaan
dan Olah Raga
Sub Bidang Kelembagaan
Masyarakat

A Realisasi (Lebih)/

nggaran
g8 kurang
XXX . XXX XXX. XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX. XXX XXX . XXX XXX
XXX. XXX XXX. XXX XXX
XXX . XXX XXX XXX XXX
XXX, XXX XXX, XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX, XXX XXX, XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX. XXX XXX . XXX XXX
XXX. XXX XXX. XXX XXX
XXX, XXX XXX. XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX . XXX XXK. XXX XXX
XXX.XXX XXX . XXX XXX

XXX XXX
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Belanja - Bidang Pemberdayaan
Masvarakat Desa
Sub Bidang Kelautan dan

: XXX, XXX XXX . XXX XXX
Perikanan
Sub Bidang Pertaniandan
DNNN s DN P Vs We WiV W Wa N Pa Vs UL N
Peternakan
Sub Bidang Peningkatan
ub Bidang Pening X% i

Kapasitas Aparatur Desa
Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan XXX.XXX XXX, XXX XXX
Anak dan Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan )
XXX. XXX XXX, XXX XXX
Penanaman Modal
Sub Bidang Perdagangan -
. . XXX. XXX XXX, XXX XXX
dan Perindustrian
XXX. XXX XXX, XXX XXX
Belanja - Bidang Penangulangan
Bencana. Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa
Sub Bidang
Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan i
XXX. XXX XXX. XXX XXX
Darurat
Sub Bidang Keadaan
XXX, XXX XXX . XXX XXX
Mendesak
XXX. XXX XXX. XXX XXX
Pembiayaan
Jumlah netto pembiayvaan tahun
anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:
. . (Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
Penerimaan Pembiayaan XXX . XXX XXX. XXX XXX
Pengeluaran Pembiayaan XXX. XXX XXX XXX XXX
XXX, XXX XXX . XXX XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri
dari:
SILPA tahun anggaran
1. ] XXX. XXX XXX. XXX XXX
sebelumnya
Z. Pencairan Dana Cadangan XXX. XXX XXX . XXX XXX
3 Hasil Penjualan Kekayaan

Desa yang dipisahkan




17.

18.

19.
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Pengeluaran Pembiayaan terdiri
dari:
Pembentukan Dana
Cadangan

2. Penvertaan Modal Desa

Aset Desa
Parplehan aset desa adalah

sebagai berikut,

Tanah

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan

Gedung dan Bangunarn

Jalan

Jembatan

Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase

Jaringan/Instalasi
Aset Tetap lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing
klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

Penvertaan Modal Desa
Pernyertaan Medal Desa pada

BUMDes adalah sebagai berikut,

BUMDes XXX
BUMDes YYY
dll

dst

XXX. XXX XXX . XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
Penamb
ahan/
20xx 20xx
(Pengura
noan)
ngan)
XXX. XXX XXX . XXX XXX
P10, 0. 9.9, 9.9 XX XXX XXX
XXX XXX XXX . XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
XXX. XXX XXX.XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XXX
XXX . XXX XXX . XXX XXX
Penamb
ahan/
20xx 20xx
(Pengura
narar)
ngan)
XXX. XXX XXX.XXX XXX

XXX XXX

XXX
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Pemerintah Desa ..... ......
Kecamatan ................. , Kabupaten .......................
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20...

| Klas Aset dan Nama/Identitas Aset - Bukt I&epemzlhka_n‘ | Kode Tahun N Kondisi -
o Teta ' Jenis  Nomor | Tanseal Aset | Perolehan | Nilai Perolehan | Aset | Keterangan |
L - p_ o | | anggs Tetap | ‘7 | Tetap*)
Tanah
1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m? HGB  230/2014 02 Juli 2014 2014 Rp 50.000.000 Baik &
perolehan
belum
ciketahui
Tanah Lapangan X. , Luas 1000 . Rusak
R s 1998 )
m- Ringan
T T PP UPPUPPPRIR:
Peralatan. Mesin, dan Alat Berat
1 Komputer, PC 2014 Rp 5.000.000 Baik
2 USSP PP
B
Kendaraan
Motor, merk QQQ, 100cc, No 5 04 Desember ) .
Polisi: DS 12B3PYKUB 1231212 5014 2014 Rp 10.000.000 Baik
O PO PO PEPPPRIR
B
Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Kantor, Luas 200 m? IMB 432 02 Juli 2014 2014 Rp 75.000.000 Baik



I

VI

VI

X

Jalan
Jalan Desa Lokasi di

U 800m |

Jembatan

1 Jembatan XYZ Lokasi di

Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase
1 Embung XYZ, Lokesi di

Jaringan/Instalasi
1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di

Aset Tetap lainnyva
1 Sapi 3 ekor

Konstruksi dalam Pengerjaan
Pembangunan Jemr batan dalam
Konstruksi

-125-

2014

2014

2014

2014

2014

Konstruksi
201..

Rp

Rp

50.000.000

40.000.000

40.000.000

:20.000.000

30.000.000

65.000.000

Baik

Baik

Baik

Baik
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1

Total Nila: Aset Té_tap”[;ér 31
Desember 20xx

Rp 485.000.000

*) Diisi deagan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)
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LAMPIRAN II
PERATURAN DESA ......
NOMOR.......... TAHUN................
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
DESA
~ LAPOKAN REALISASI KEGIATAN
- i B PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER* i
) ) TAHUN ANGGARAN .........
D A e e e e,
KECAMATAN & oot e e et e e,
KABUPATEN  © oottt oo e e e et e
PROVINSI et et e e et , -
| | ~ OUTPUT SUMBER DANA |
| - - . i Alokasi | |
, | RENCANA REALISASI Alokasi, . |
RODE URAIAN | NAMA OUTPUT T gana Dana /0. Bentuk
REKENING 'Volume| Satuan Anggaran Volume Satuar: Anggarar. Capaian ~°%% Desz amil Lain
| (Rp) " (Rp) ) RP) Ry [(RP) N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14
a|b }’ C B N R _ -
[ [
| : | - — . e -
R S — T -
f— L _: u,«m,.,,.,,,T,,,.__. J{:{m—[_a—}liiiik B -)« UG SRS - .w,,f‘ _ ﬂp - — _ il =

......................................................

tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA LENGKAP KEPALA DESA
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Keterangan:
* Pilih salah satu
Cara Pengisian Kolom:

Kolom 1 . diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:
a. Untuk Kode rekening
Bidang;
b. Kode Rekening Sub Eidang;
dan
<. Kode Rekening Kegiatan
Kolom 2 . diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana te-cantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan.
Kolom 3 :diisi nama output dari kegiatan
Kolom 4 . diisi volume kegiatan yang direncanakan.
Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan,barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

- dll
Kolem 6 . diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.
Kolom 7 . diisi volume kegiatan yang terealisasi.
Kolom 8 :diisi satuan volume.
Kolom 9 . diisi realisasi anggaran yang digunakan.
Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capzian.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD).
Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD.

Kolom 14 : diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain vang tidak berbentuk uang.
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LAMPIRAN II

PERATURAN DESA......

NOMOR .......... TAHUN.c.on onvis
TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APB DESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG
MASUK KE DESA

DESA e ST UURRPRE RS 0. W TP | | DU L1 [
KECAMATAN = O NS SR, W, = G S b WP s e L
KABUPATEN R BBy i vn disns by evsvpane mowdons TFAESacin s ad T imn CIRAR RS 45 »:5' 4 ip R AR
PROVINSI A N SR P b O W c L 1y, g PRI e 11 1 =%
No. Program e i Anggaran

Jenis |Lokasi|Volume| Satuan | Jumlah | Sumber Dana

KEPALA DESA ....ccccooceentenncencenes

TANDA TANGAN DAN
STEMPEL PEMDES

NAMA LENGKAP...............




